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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia merupakan bagian dari komponen lingkungan hidup yang 
senantiasa saling mempengaruhi.Pengaruh manusia terhadap lingkungannya 
sangatlah besar. Hal ini dapat diketahui dari eksploitasi dan eksplorasi manusia 
terhadap alam melalui ilmu pengetahuan dana teknologi. Dengan pengetahuan dan 
teknologi, manusia mampu mempertahankan diri atau menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya 
Saat ini Globalisasi ekonomi, politik dan sosial membawa hubungan 
antar negara semakin dekat dan erat serta membawa dampak yang positif 
maupun negatif bagi suatu negara. Salah satu akibat yang paling nyata dari 
globalisasi adalah berkembangnya perusahaan-perusahaan multinasional 
didunia. Prospektif pangsa pasar dan kemudahan-kemudahan lainya yang 
mendorong perusahaan multinasional mencari negara-negara yang dapat 
dijadikan sasaran investasinya, baik secara langsung maupun tidak 
langsung.Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar tidak 
lepas dari sasaran investasi perusahaan-perusahaan tersebut. Tetapi dengan 
masuknya perusahaan-perusahaan tersebut membawa akibat yang positif 
maupun negatif di Indonesia.Salah satu akibat yang negatif hasil produksi 
dari perusahaan tersebut adalah banyaknya hasil produksi yang diproduksi 
tanpa memikirkan kendala yang akan dihadapi dikemudian hari.  
Pada dasarnya semua usaha dan pembangunan menimbulkan dampak 
dikemudian hari.Perencananaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan 
sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang penting dikemudian hari, 
guna dijadikan pertimbangan apakah rencana tersebut perlu dibuat 
penanggulangan dikemudian hari atau tidak. Pembangunan merupakan upaya 
sadar dan terencana dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya 
alam, guna mencapai tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kualitas 
kehidupan masyarakat dan bangsa indonesia. Pembangunan tersebut dari 
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masa kemasa terus berlanjut secara berkesinambungan dan selalu 
ditingkatkan pelaksanaanya guna memenuhi kebutuhan penduduk yang 
semakin meningkat.Kesemuanya itu tentu berdampak pada lingkungan di 
sekitar kita. 
Pada dasarnya manusia dan lingkungan itu memiliki hubungan saling 
keterkaitan satu sama lain tidak dapat dipisahkan, itu semua bertujuan untuk 
memperoleh keserasian, keseimbangan, dan keselarasan. Istilah lingkungan 
dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia sebagai terjemahan dari 
bahasa Inggris environment and human environment, seringkali digunakan 
secara silih berganti dalam pengertian yang sama (Muhammad Daud Silalahi, 
2001: 8) 
Lingkungan hidup merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan 
dari kehidupan manusia, karena seperti yang kita ketahui lingkungan hidup 
mempunyai tiga unsur utama, yakni manusia, hewan dan tumbuhan.Manusia 
merupakan unsur dari lingkungan hidup yang mempunyai peranan yang 
sangat penting, karena manusia memiliki kemampuan yang lebih diandingkan 
mahluk hidup yang lainya, yakni mempunyai akal. Peranan manusia ini dapat 
diwujudkan dengan adanya kemampuan manusia untuk menciptakan suatu  
inovasi di bidang lingkungan hidup, seperti adanya teknologi yang dirancang 
khusus untuk melindungi manusia dari pengaruh alam yang buruk. 
Lingkungan Hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua 
benda, daya dan keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya  manusia 
dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan 
kesejahteraan  manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan Hidup ini 
terdiri dari dari tiga komponen utama yaitu komponen fisik (abiotik), 
komponen biotik dan komponen kultur. Sedangkan pengertian Pengelolaan 
Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi 
Lingkungan Hidup yang meliputi Kebijaksanaan dalam hal Penaatan, 
Pemanfaatan, Pengembangan, Pemeliharaan, Pemulihan, Penguasaan dan 
Pengendalian Lingkungan Hidup.Dalam pelaksanaan kehidupan ketiga 
komponen utama tersebut sering mendapat tekanan atau pengaruh, yang akan 
3 
 
mengakibatkan adanya perubahan atau dampak baik positif maupun negatif 
yang akan berpengaruh pada keserasian hubungan tiga komponen tersebut. 
Dinamika kehidupan modern yang lebih bertumpu pada pemenuhan 
kebutuhan konsumerisme, akan menyebabkan semakin besar eksplorasi dan 
eksploitasi sumber daya lingkungan yang pada gilirannya akan mengurangi 
ketersedian sumber daya alam tersebut baik dalam kualitas maupun 
kuantitasnya. Pada akhirnya terjadi degradasi lingkungan  yang berupa 
menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penurunan daya 
dukung dan daya tampung lingkungan khususnya bagi sumber daya alam yang 
tak terbarukan menjadi ancaman bagi kehidupan manusia, apalagi sumber 
daya ini sangat erat dan primer bagi kehidupan manusia seperti ketersedian 
Air, Udara dan Tanah dalam kualitas dan kuantitas yang baik. Bila dilihat dari 
ketersediaan Air, Udara dan Tanah yang tersedia di Bumi ini sangatlah kecil. 
Ketersediaan air dalam kuantitas yangtersedia prosentasenya hanya 3% yang 
berwujud air tawar, dan sisanya 97% lagi berada dalam laut sebagai air asin 
yang tidak bisa digunakan sebagai air minum, memasak, pengairan, pertanian, 
maupun Industri, sedangkan udara yang tersedia juga semakin menipis karena 
adanya kerusakan lapisan ozon yang berakibat perubahan iklim.(Baharudin 
Nurkin , 2001: 8-9). 
Kerusakan lingkungan hidup terjadi sebagai ulah akibat tangan-tangan 
manusia yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya 
yang terkandung di alam. Jika proses perusakan unsur-unsur lingkungan hidup 
tersebut terus menerus dibiarkan berlangsung, kualitas lingkungan hidup akan 
semakin parah. Oleh karena itu, manusia sebagai aktor yang paling berperan 
dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup perlu 
melakukan upaya yang dapat mengembalikan keseimbangan lingkungan agar 
kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya dapat ber 
kelanjutan.Upaya pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab 
bersama antara pemerintah dan masyarakat 
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Upaya untuk menjaga kelangsungan lingkungan hidup bisa diupayakan 
melalui pelestarian dari fungsi lingkungan hidup itu sendiri. Dalam Pasal 1 
butir 5 UUPLH terdapat pengertian pelestarian fungsi lingkungan hidup, yaitu 
”rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya 
tampung lingkungan hidup”. Pelestarian fungsi lingkungan hidup dalm 
UUPLH diatur dalam Bab V yang meliputi Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan 
Pasal 17.  Kebijakan yang dapat digunakan untuk tercapainya Pelestarian 
lingkungan hidup adalah melalui pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, 
pemulihan, pengawasan, dan pengendalian dari lingkungan hidup. Hal ini 
untuk mencegah kemunduran populasi sumberdaya alam yang dikelola dan 
sumber daya alam lain yang ada disekitarnya dan mencegah pencemaran 
limbah/polutan yang membahayakan.Kerusakan lingkungan hidup merupakan 
fenomena dan gejala sosial yang saat ini sering kali dijumpai pada berbagai 
wilayah, baik di wilayah daratan, perairan, maupun kerusakan atmosfer. 
Kerusakan lingkungan yang terjadi pada suatu kawasan dampaknya dapat 
dirasakan oleh penduduk yang tinggal di luar kawasan tersebut.Adapun 
masalah lingkungan yang terjadi di seluruh negara di dunia, baik di negara-
negara maju maupun berkembang adalah pencemaran termasuk di Indonesia. 
Terjaganya kelestarian lingkungan hidup adalah suatu hal yang sangat 
didambakan setiap masyarakat di Indonesia. Maka Pengendalian dari semua 
hal-hal yang bersifat merusak kelestarian lingkungan hidup sangat-sangat 
perlu dilakukan. Pengendalian itu dilakukan dengan cara mengawasi dan 
mencegah semua jenis pencemaran lingkungan hidup yang dihasilkan oleh 
Industri yang dalam produksi nya menghasilkan limbah yang berbahaya bagi 
lingkungan hidup disekitarnya. Dan tujuan dari Pelestarian fungsi lingkungan 
hidup adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang 
berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia 
seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang beriman 
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  
Usaha untuk menanggulangi bahaya yang akan mengancam 
Lingkungan akibat dari kemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang tidak 
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terkendali, perlu ditingkatkan. Salah satu upaya yang sangat penting adalah 
dengan mengadakan pengaturan tentang Penaatan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin akan terjaganya 
kelestarian, kemapuan dan daya dukung dari lingkungan serta memaksimalkan 
keterlibatan semua pihak dalam Pengelolaan dang Pengembangan Lingkungan 
Hidup. Kewajibannya dalam pemenuhan standar Penaatan itu berupa, standar 
Baku Mutu Lingkungan, Persyaratan Ijin, Pengelolaan Limbah B3, Kewajiban 
Pengelolaan Limbah, Dan Kewajiban dalam pembuatan Dokumen-Dokumen 
Lingkungan. Itu merupakan syarat yang mutlak yang harus di penuhi oleh 
Pelaku Kegiatan atau Industri demi kelangsungan Lingkungan Hidup. 
Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan 
pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan yang dikeluarkan 
tentu mempunyai tujuan, sebagaimana tujuan dengan lahirnya undang-undang 
bidang lingkungan hidup. Kebijakan pemerintah yang dilakukan dalam waktu 
ke waktu tentunya mengalami  bertujuan demi perbaikan. Pemerintah tidak 
akan mengeluarkan kebijakan yang tentunya tidak sesuai harapan. Seperti 
yang disampaikan oleh Owen Hughes dalam  Pan S. Kim. (Pam S. Kim, 1987, 
Vol. 68 : 77)  
“Summarized for this group: “The administrative paradigma in is 
terminal stages and unlikely to be revbuved...(It is being replaced by) a new 
paradigm of public management which pust forward a different relationship 
betwen government, the public service aand the public”. (Paradigma admin 
istrasi berada pada tahap akhir dan tidak mungkin dibangkitkan kembali... (hal 
ini digantikan oleh) sebuah paradigma baru tentang manajemen pemerintah 
yang mengusulkan suatu hubungan yang berbeda antara pemerintah, 
pelayanan masyarakat dan masyarakat).  
Sebagai contoh Peningkatan sektor Industri akan mempunyai dampak, 
baik positif dan negatif. Dampak positif dengan adanya penggalakan pada 
sektor Industri adalah penyerapan tenaga kerja, menambah pemasukan devisa 
pada Pemerintah, yang pada akhirnya nanti dapat ditingkatkan kesejahteraan 
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masyarakat secara umum. Di samping dampak positif tersebut perlu juga 
diperhatikan dan diwaspadai adanya dampak negatif yang ditimbulkan akibat 
proses produksi dari sisa produksi, yang dapat mencemari lingkungan di 
sekitarnya. Pencemaran tersebut berupa limbah padat (soid wastes), limbah 
cair(liquid wastes), dan limbah gas(gaseous wates). Apalagi meningkatnya 
perkembangan teknologi yang sangat pesat, terutama pada sektor Industri, 
yang menyebabakan meningkatnya kegiatan ekploitasi sumber daya alam. 
Meningkatnya jumlah Industri, berarti meningkatnya kebutuhan bahan baku 
yang berasal dari alam (sumber daya alam). Bantuan teknologi yang sesuai 
dan penggunaan energi yang cukup, maka melalui suatu proses bahan baku 
tersebut akan mengalami perubahan fisik dan kimia, 
Seperti di Kabupaten Purbalingga terus berkembang selaras dengan 
berkembangnya kebutuhan pasar. Hal tersebut direspon positif oleh para 
investor guna memenuhi kebutuhan pasar tersebut, oleh karena itu banyak 
pengusaha memperbesar usaha mereka dengan menambah mesin-mesin yang 
diperlukan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pencemaran Lingkungan 
Hidup, Industri tidak selalu memperdulikan Lingkungan Hidup di sekitar 
berdirinya suatu Industri tersebut . Ditinjau dari proses produksinya, suatu 
Industri pasti akan menghasilkan limbah cair dan limbah gas dengan volume 
yang cukup besar. Karakteristik limbah cair tersebut mengandung angka BOD 
tinggi, COD tinggi, Chrom, TSS dan pH tinggi. Sedangkan limbah gas berasal 
dari CO2 yaitu pembuangan dari asap pabrik(cerobong asap). 
Dari ulasan ini tampak bahwa Kabupaten Purbalingga sebagai daerah 
yang teruss berkembang harus memperhatikan aspek Lingkungan. Dalam hal 
pendiriannya suatu Industri harus mematuhi aturan-aturan atau norma-norma 
yang telah ditentukan seperti Penaatan, Pemanfaatan, Pengembangan, 
Pemeliharaan, Pemulihan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan hidup. 
Dalam hal inilah juga perlu adanya Sistem Pengawasan agar 
pelaksanaan kewajiban dalam pemenuhan standar Penaatan bagi Pelaku 
Kegiatan atau Industri dapat dijalankan dengan baik. Pengawasan tersebut 
berasal dari Pemerintah yang berupa lembaga pengawas, yaitu Dinas 
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Lingkungan Hidup yang merupakan suatu lembaga yang salah satu fungsinya 
adalah lembaga pengawas sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 
Dalam fungsinya sebagai lembaga pengawas, Dinas Lingkungan Hidup 
mempunyai wewenang untuk mengawasi setiap kegiatan usaha yang 
berpotensi merusak atau mencemari lingkungan. Pengawasan ini sebagai 
fungsi kontrol dari Pemerintah terhadap kegiatan usaha, agar para Pelaku 
Kegiatan atau Industri tersebut dalam melakukan kegiatan usahanya tidak 
melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sehingga limbah yang 
dihasilkan tidak mengganggu Lingkungan serta Masyarakat disekitarnya. 
Atas dasar pertimbangan tersebut diatas menjadikan dasar penulis 
melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Yuridis Kewenangan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten 
Purbalingga Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009” 
 
B. Perumusan Masalah 
 Untuk membatasi adanya perluasan masalah, pengertian yang kabur dan 
pembahasan masalah yang tidak sesuai dengan persoalan, maka diperlukan 
suatu perumusan masalah.Atas dasar latar belakang di atas penulis 
merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Apakah Kewenangan yang dimuliki oleh Pemerintah Daerah Dalam 
Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? 
2. Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No.02 Tahun 2014 Telah 
sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 
Terkait Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup? 
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C. Tujuan Penelitian 
  Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Tujuan Objektif : 
Tujuan Objektif dari  Penelitian ini adalah :  
a. Mengetahui dan menganalisis Kewenangan yang dimuliki oleh 
Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 
berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
b. Mengetahui dan menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten 
Purbalingga No.02 Tahun 2004, apakah  Telah sesuai dengan 
Ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Terkait 
Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
2. Tujuan Subbjektif 
Tujuan Subyektif dari penelitian ini adalah:  
a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan penulisan Hukum guna 
memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum  
dalam Bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang 
Hukum Administrasi Negara  khususnya Hukum  Lingkungan. 
 
D. Manfaat Penelitian 
  Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan 
yang dapat diambil dari penelitian, sebab besar kecilnya manfaat penelitian 
akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi 
manfaat dari penelitian ini dibedakan antara manfaat teoritis dan manfaat 
praktis, yaitu : 
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1. Manfaat Teoritis 
Manfaat Teoretis dari Penelitian ini adalah : 
a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum 
Administrasi Negara pada umumnya dan Hukum Lingkungan pada 
khususnya, terutama mengenai Kewenangan yang dimuliki oleh  
b. Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya Kabupaten Purbalingga. 
b. Hasil penelitian ini akan dapat digunakan sebagai teaching materials pada 
mata kuliah di bidang Hukum Lingkungan, serta mata kuliah lain yang 
terkait serta memberikan kegunaan untuk pengembangan ilmu hukum. 
c. Dapat memberikan  jawaban terhadap permasalahan yang diteliti 
2. Manfaat Praktis 
Manfaat Praktis dari Penelitian ini adalah: 
a. Sebagai informasi bagi publik atas pelaksanaan Kewenangan yang 
dimuliki oleh Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan 
Hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya di 
Kabupaten Purbalingga. 
b. Sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan tentang pelaksaan 
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup guna evaluasi dan 
perbaikan. 
c.  Sebagai bahan referensi dan pengembangan penelitian yang sejenis di 
bidangPengelolaan lingkungan khususnya Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup. 
 
E. Metode Penelitian 
Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai 
suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang 
dihadapi. Akan tetapi, dengan mengadakan klarifikasi yang berdasarkan pada 
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pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirnya alur yang runtut dan 
baik untuk mencapai maksud (Winarno Surahmad, 1990: 131). Penelitian 
merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan 
konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten 
(Soerjono Soekanto, 1986: 42). Penelitian dapat diartikan pula suatu usaha 
untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu 
pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan metode 
ilmiah (Winarno Surahmad, 1990 : 31). 
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode 
penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan 
menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, 
mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran 
dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Untuk dapat memperoleh hasil 
penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan maka 
diperlukan metode penelitian yang dapat dijadikan pedoman dalam 
melakukan penelitian. Seorjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan 
bahwa “penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan maupun teknologi”. Hal demikian disebabkan penelitian 
bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, metodologi dan 
konsisten (Sutrisno hadi, 1989: 4). 
Ada dua syarat yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian 
dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan adalah peneliti harus terlebih 
dulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin 
ilmunya (Johny Ibrahim, 2006: 26) . Penelitian hukum, konsep ilmu hukum 
dan metodologi yang digunakan di dalam suatu penelitian memainkan peran 
yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta temuan-temuannya tidak 
terjebak dalam kemiskinan relevansi dam aktualitasnya (Johny Ibrahim, 
2006: 28). 
Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian diagnostik yaitu 
penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-
sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala. Selain itu dalam 
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mempelajari hukum, tentunya tidak boleh lepas dari 5 (lima) konsep hukum 
yang menurut Soetandyo Wignjosoebroto dalam Setiono (2002: 5) adalah 
sebagai berikut: 
1. Hukum adalah asas kebenaran dalam keadilan yang bersifat kodrati dan 
berlaku universal. 
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-
undangan hukum  nasional  
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto dan 
tersistematisasi sebagai judge made low 
4. Hukum adalah pola-pola prilaku sosial yang terlembagakan, eksis 
sebagai variable sosial yang empiris 
5. Hukum adalah menifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial 
sebagaimana tampak dalam interaksi antara mereka. 
   Konsep hukum dalam penelitian ini adalah konsep yang keduayaitu 
Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan 
hukum  nasional. Berdasarkan konsep hukum tersebut diatas maka penulis 
menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
  Ditinjau dari sudut penelitian hukum,  maka pada penelitian ini 
termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif 
adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran 
berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian 
hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian 
doktrinal (doctrinal research) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan 
hukum (library based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari 
bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Johni Ibrahim 2006: 4) . 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu 
sendiri.Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, 
artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari 
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tujuan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Peter 
Mahmud Marzuki, 2006: 4) . 
Dalam penelitian ini penulis akan memberikan preskriptif 
mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di 
Kabupaten Purbalingga bedasarkan Undang-Undang Lingkungan 
Hidup. 
3. Pendekatan Penelitian 
 Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan 
dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum 
dikonsepkan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan 
diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. 
Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari 
lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu 
pengkajian yang dilakukan, hanyalah ”terbatas” pada Tinjauan yuridis 
pengelolaan Lingkungan hidup di abupaten Purbalingga berdasarkan 
Undang-Undang Lingkungan Hidup yang berlaku. . Dari berbagai jenis 
metode pendekatan yuridis normatif yang dikenal, peneliti memilih 
bentuk pendekatan normatif yang berupa, penemuan hukum in-conreto. 
4. Lokasi Penelitian  
         Penelitian ini dilakukan diPerpustakaan Pusat Universitas Sebelas 
Maret. Alasan pemilihan Literatur di Perpustakaan Pusat UNS selain 
datanya lengkap juga di dukung literatur yang memadai, dan juga di 
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga. 
  5. Jenis Data 
  Data yang dikumpulkan terutama merupakan data pokok yaitu data 
yang paling relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Namun 
untuk kelengkapan dan keutuhan dari masalah yang diteliti, maka akan 
disempurnakan dengan penggunaan data pelengkap yang berguna untuk 
melengkapi data pokok. Penelitian ini menggunakan jenis data  
Sekunder.  Data sekunder, adalah data yang berasal dari data-data yang 
sudah tersedia misalnya, dokumen resmi, surat perjanjian atau buku-
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buku. Data Sekunder dapat berupa bahan hukum Primer, Sekunder 
maupun Tertier.  
Adapun yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini 
adalah meliputi buku-buku kepustakaan, laporan, buku harian, arsip-
arsip, dan lainnya. Data sekunder utama dalam hal ini adalah  
a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
b. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 02 Tahun 2014 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
6. Sumber Data 
   Sumber data yang akan diperlukan dalam penelitian adalah 
Sumber data Sekunder. Sumber Data Sekunder merupakan sumber data 
yang didapatkan secara tidak langsung berupa keterangan yang 
mendukung data primer. Sumber data sekunder merupakan pendapat 
para ahli, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, dan 
literatur-literatur serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang 
terkait.  
Data sekunder  dalam penelitian ini meliputi : 
a. Bahan-bahan hukum Primer : 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
3) Peraturan daerah Kabupaten Purbalingga No. No.02 Tahun 2014  
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya 
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan 
memahami bahan hukum primer adalah : 
1) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan 
2) Buku-buku hukum. 
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 
informasi tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder, misalnya : 
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1) Kamus Besar Bahasa Indonesia; 
2) Kamus Umum Lengkap Inggris – Indonesia, Indonesia- Inggris 
3) Kamus Hukum. 
7. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik Pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan metode studi pustaka. Dalam studi ini 
penulis mengumpulkan data dengan cara membaca, memahami dan 
mengumpulkan bahan-bahan Hukum yang akan diteliti, yaitu dengan 
membuat  lembar dokumen yang berfungsi untuk mencatat informasi 
atau data dari bahan-bahan Hukum yang diteliti yang berkaitan dengan 
masalah penelitian. 
8. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu 
penelitian. Agar data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan 
dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka 
perlu suatu teknis analisis data yang tepat. Analisis data merupakan 
langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu 
laporan.  
Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan 
data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat 
ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja yang disarankan 
oleh data. Dengan kata lain analisis data adalah proses 
pengorganiosasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian 
dasar, sehigga akan dapat ditemukan jawaban terhadap permasalahan 
yang diteliti dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, yang dalam hal ini 
analisis dilakukan secara logis, sistematis dan yuridis normatif dalam 
kaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun yang dimaksud dengan 
logis adalah pemahaman data dengan menggunakan prinsip logika baik 
deduksi maupun induksi. Dalam penelitian ini menggunakan prinsip 
logika deduksi  yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang 
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bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi (Setiono,    
: 8).  
Permasalahan dalam hal ini  adalah  yang bersifat makro atau 
umum yaitu tentang Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No.02 
Tahun 2014 dengan Ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 
2009 Terkait Kewenangan Daerah dalam hal Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup.   
 
I. Sistematika Penulisan Hukum. 
Sistematika Penulisan Hukum berupa Skripsi ini terdiri dari beberapa Bab 
dan sub Bab sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN ; 
Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal          
tentang penulisan ini yang meliputi : Latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metode penelitian, sistematika penelitian 
            BAB II : TINJAUAN PUSTAKA : 
Pada bab ini membahas tentang Tinjauan umum tentang 
Hukum Administrasi Negara, Tinjauan Umum tentang 
Lingkungan Hidup berisi Pengertian Lingkungan Hidup, 
Pencemaran Lingkungan Hidup, Tinjauan Umum tentang 
Hukum Lingkungan berisi Pengertian Hukum Lingkungan, 
Hukum Lingkungan Indonesia, Asas, Tujuan, dan Sasaran 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tinjauan Tentang Hak Atas 
Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat berisi Konsep dasar 
Hak Asasi Manusia, Perkembangan Undang-Undang 
Lingkungan, Prinsip Pembangunan Berkelanjutan, 
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Urgensi 
Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(RPPLH) dalam Pembangunan Nasional, Masalah dan Isu
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Strategis Lingkungan Hidup Nasional serta Teori Kewenangan 
dan terakhir kerangka pikir. 
BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN: 
Di dalam Bab ini penulis menjelaskan dan menjawab 
permasalahan yang telah dianalisis, berdasarkan sumber-sumber 
data yang telah didapat, antara lain mengenai Kewenangan yang 
dimuliki oleh Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan 
Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
serta membahas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga 
No.02 Tahun 2014 Telah sesuai dengan Ketentuan dalam 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Terkait Kewenangan 
Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
BAB IV. PENUTUP: 
Di dalam bab ini penulis memuat kesimpulan dari hasil 
penelitian dan pembahasan serta saran-saran berdasarkan 
kesimpulan yang ada. 
-DAFTAR PUSTAKA 
- LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori 
1.Tinjauan umum tentang Hukum Administrasi Negara 
Kata “Administrasi” berasal dari bahasa latin“Administrare” yang 
berarti “to manage”. Derivasinya antara lain menjadi “Administratio” yang 
berarti besturing atau pemerintahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
administrasi diartikan sebagai : 
a. Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-
cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. 
b. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
kebijaksanaan serta mencapai tujuan. 
c. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. 
d. Kegiatan kantor dan tata usaha. 
Menurut The Liang Gie dalam Inu Kencana Syafiie (2006: 4-5) 
mengatakan Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan 
terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam 
kerjasama mencapai tujuuan tertentu. Sedangkan menurut Sondag P. 
Siagian administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-
keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan 
oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah 
ditentukan sebelumnya. 
Pengertian diatas dimaksudkan sebagai administrasi dalam arti 
luas, sedangkan dalam arti sempit adalah administrasi sebagaimana yang 
sering kita dengar sehari-hari, yaitu tata usaha. 
Menurut Edward H. Litchfield, Administrasi negara adalah suatu 
studi mengenai bagaimana macam-macam badan pemerintah diorganisir, 
dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin. 
Sedangkan menurut George J. Gordon, administrasi negara dapat 
dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi 
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maupun perseorangan yang berkaitan dengan ppenerapan atau pelaksanaan 
hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, 
serta peradilan (Inu Kencana Syafiie, 2006: 32-33). 
Menurut GJ. Wiarda hukum administrasi hanya mempelajari 
sebagian dari lapangan “bestuur” yaitu bagian tentang rechstregel, 
rechtivormen dan rechsbeginselen yang menyelenggarakan turut serta 
pemerintahan dalam pergaulan sosial ekonomi yang harus disalurkan 
menurut sistem tertentu.Sistem itu terdiri atas petunjuk-petunjuk yaitu 
kaidah-laidah hukum yang memberi sanksi dalam hal pelanggaran. 
Kaidah-kaidah hukum tersebut mengatur hubungan alat-alat pemerintahan 
dengan individu dalam masyarakat, demikian juga hubungan-hubungan 
masing-masing alat-alat pemerintahan satu terhadap yang lain. 
 
2. Tinjauan Umum tentang Lingkungan Hidup 
a. Pengertian Lingkungan Hidup 
Lingkungan hidup adalah semua benda, daya, dan kondisi yang 
terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia dan makhluk 
hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya (N.H.T Siahaan, 
2004 :4). Lingkungan hidup, sering disebut sebagai lingkungan, adalah 
istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di 
alam yang ada di bumi atau bagian dari bumi, yang berfungsi secara 
alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan. 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Ketentuan Umum Pasal 1 
angka 1, yang dimaksud lingkungan hidup adalah : “kesatuan ruang 
dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, 
kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan  manusia  serta 
makhluk hidup lain”. 
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Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem 
yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga 
pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan 
Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini.Itulah sebab lingkungan hidup 
termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup 
yang sangat menentukan.Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa 
lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, 
karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang 
diperuntukkan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan 
penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya 
dipersepsikan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek (Supriadi, 
2006:22).    
Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka pengertian 
lingkungan hidup itu dapat dirangkum dalam suatu rangkaian unsur-
unsur sebagai berikut : 
1) Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, 
tanah, air, udara, dan lain-lain. 
2) Daya, disebut juga dengan energi; 
3) Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi; 
4) Makhluk hidup; 
5) Perilaku; 
6) Proses interaksi, saling mempengaruhi; 
7) Kelangsungan kehidupan dan; 
8) Kesejahteraan manusia dan makhluk lain. 
LL.Bernard dalam bukunya yang berjudul “Introduction to 
Social Psychology” membagi lingkungan atas empat macam  (N.H.T 
Siahaan, 2004:13-14) yakni :  
1) Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari 
gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, 
gaya tarik, ombak dan sebagainya. 
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2) Lingkungan biologi atau organik yaitu segala sesuatu yang bersifat 
biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh-tumbuhan. 
Termasuk juga disini, lingkungan prenatal dan proses-proses 
biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan sebagainya. 
3) Lingkungan sosial. Ini dapat dibagi ke dalam tiga bagian :     
a) Lingkungan fisiososial, yaitu yang meliputi kebudayaan 
materiil: peralatan, senjata, mesin, gedung-gedung dan lain-lain. 
b) Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu 
manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan 
beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan 
manusia yang berasal dari sumber organik. 
c) Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat 
batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. 
Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan 
lain-lain. 
4) Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara 
institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang 
terdapat di daerah kota atau desa. 
Ekosistem merupakan bagian dari lingkungan hidup. Menurut 
Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud 
dengan ekosistem adalah “tatanan unsur lingkungan hidup yang 
merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi 
dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas 
lingkungan hidup”. Proses interaksi tidak terjadi antara manusia 
dengan lingkungannya saja, tetapi juga antar makhluk-makhluk lain. 
Diantara unsur-unsur tersebut saling berhubungan satu sama lain, 
sehingga harus senantiasa dijaga keseimbangannya. Apabila tidak, 
maka dampaknya keseimbangan lingkungan itu sendiri akan 
terganggu. 
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Lingkungan hidup juga mempunyai posisi penting dalam 
kehidupan manusia. Kemudian lebih jauh definisi mengenai 
lingkungan atau disebut juga lingkungan hidup, tidak lain adalah 
“ruang” di mana baik makhluk hidup maupun tak hidup ada dalam 
satu kesatuan, dan saling berinteraksi baik secara fisik maupun 
nonfisik, sehingga mempengaruhi kelangsungan kehidupan 
makhluk hidup tersebut, khususnya manusia.Dalam kaitannya 
dengan konsep lingkungan ini, maka penjelasan tentang mutu 
lingkungan adalah relevan dan sangat penting karena mutu 
ligkungan merupakan pedoman untuk maencapai tujuan 
pengelolaan lingkungan (R.M. Gatot P. Soemartono, 1996: 17-18).  
Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat ditegaskan 
bahwa lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting bagi 
kehidupan manusia.Manusia dan lingkungan hidup memiliki 
hubungan yang bersifat timbal balik.Terlebih manusia mencari 
makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari 
ketersediaan sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup 
dan kekayaan alam sebagai sumber utama dan terpenting bagi 
pemenuhan kebutuhan (N.H.T. Siahaan, 2004: 2-3).Pentingnya 
lingkungan hidup bagi kehidupan manusia inilah yang membawa 
konsekuensi logis, bahwa manusia hidup berdampingan dengan 
lingkungan, dan banyaknya pencemaran terhadap lingkungan 
sebisa mungkin harus dikurangi dan bahkan dihindari demi 
kenyamaman hidup setiap makhluk hidup. 
 
b. Pencemaran Lingkungan Hidup 
1) Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup 
Pengertian mengenai pencemaran lingkungan hidup 
terdapat dalam Ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
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Lingkungan Hidup memberikan definisi Pencemaran Lingkungan 
Hidup sebagai “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat,  
energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh 
kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan  
hidup yang telah ditetapkan”. Sesuai dengan pengertian dalam 
Pasal 1 angka 14  Undang-Undang 32 Tahun 2009 tersebut, maka 
unsur-unsur atau syarat mutlak untuk disebut sebagai suatu 
lingkungan telah tercemar haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai 
berikut.  
a) Masuk atau dimasukkannya komponen-komponen (makhluk 
hidup, zat, energi, dan lain-lain); 
b) Ke dalam lingkungan hidup; 
c) Kegiatan manusia; 
d) Timbul perubahan, atau melampaui baku mutu lingkungan 
hidup yang ditetapkan. 
Dari unsur-unsur pencemaran lingkungan tersebut di atas, 
nyata bahwa suatu perbuatan atau aksi yang menimbulkan keadaan 
sebagai pencemaran lingkungan hidup haruslah memenuhi berbagai 
unsur tersebut. 
Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan 
yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, 
baik yang bersifat fisik, kimiawi maupun biologis sehingga 
mengganggu kesehatan, eksistensi manusia dan aktivitas manusia 
serta organisme lainnya.Bahan penyebab pencemaran tersebut 
disebut bahan pencemar/polutan (Imam Supardi, 2003:25). 
Menurut Stephanus Munadjat Danusaputro merumuskan 
pencemaran lingkungan sebagai berikut: 
“pencemaran adalah suatu keadaan,dalam mana suatu zat 
dan atau energi diintroduksikan ke dalam suatu ligkungan oleh 
kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi 
sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam 
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keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak 
berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan 
keselamatan hayati” (Muhamad Erwin, 2008:36). 
Ditinjau dari segi ilmu kimia yang disebut pencemaran 
lingkungan adalah peristiwa penyebaran bahan kimia dengan kadar 
tertentu yang dapat merubah keadaan  keseimbangan pada daur 
materi, baik keadaan struktur maupun fungsinya sehingga  
mengganggu kesejahteraan manusia. Pencemaran lingkungan ini 
perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak, karena 
pencemaran lingkungan dapat menimbulkan gangguan terhadap 
kesejahteraan  kesehatan bahkan dapat berakibat terhadap  jiwa 
manusia   (http://mastegar.blogspot.com/2016/02/makalah-
pencemaran-lingkungan.html). 
 
2) Jenis-jenis Pencemaran Lingkungan 
Jenis-jenis pencemaran yang dapat digolongkan dalam 
degradasi lingkungan fisik  (Prabang Setyono, 2008:36-37) adalah: 
a) Pencemaran Air 
  Sumber pencemaran air adalah pergelandangan kota (urban 
dwelles) yang membuang sampah dimana mereka berada, 
pembuangan kotoran dari pabrik dan industri, penghuni kota 
dengan sampah-sampahnya dan kotoran hasil cucian (detergen) 
dan sebagainya. Pencemaran melalui air berbahaya karena di 
dalam air yang tercemar dikandung bakteri, virus, dan bahan-
bahan kimiawi yang berbahaya. 
b) Pencemaran Suara 
  Suara yang dikategorikan sebagai pencemaran dan dapat 
merusak telinga adalah suara-suara yang melebihi 75 
decibel.Pencemaran suara dapat mengakibatkan terganggunya 
saraf dan konsentrasi kerja.Suara-suara yang sudah mencapai 
24 
 
145 decibel dan secara terus-menerus di dengar dapat 
menimbulkan rasa sakit. 
c) Pencemaran Udara 
  Sumber-sumber pencemaran udara adalah kendaraan 
bermotor yang banyak memadati jalanan kota, emisi atau 
kotoran melaui asap pabrik, kepadatan penduduk dan 
pembakaran sampah, pembukaan daerah melalui tebang dan 
bakar yang mengakibatkan udara dipenuhi dengan 
carbonmonoxide, nitrogen oxide, nitrogen oxide, dan sulfat 
oxide. 
Pencemaran udara dapat saja terjadi dari sumber pencemar 
udara seperti: pembakaran batubara, bahan bakar minyak dan 
pembakaran lainnya, yang mempunyai limbah berupa partikulat 
(aeroso, debu, abu terbang, kabut, asap, jelaga), selain kegiatan pabrik 
yang berhubungan dengan perampelasan, pemulasan, dan pengolesan 
(grinding), penumbukan dan penghancuran benda keras (crushing), 
pengolahan biji logam dan proses pengeringan. Kadar pencemaran 
udara yang semakin tinggi mempunyai dampak yang lebih merugikan 
(Muhamad Erwin, 2008: 39-40).   
Menurut Muhamad Erwin dalam bukunya, selain pencemaran 
air, pencemaran udara, dan pencemaran suara (kebisingan) seperti 
disebutkan di atas, di tambahkan satu jenis pencemaran yaitu 
pencemaran tanah.Pencemaran tanah dapat terjadi melalui bermacam-
macam akibat, ada yang langsung dan ada yang tidak 
langsung.Pencemaran yang langsung dapat berupa tertuangnya zat-zat 
kimia berupa pestisida atau insektisida yang melebihi dosis yang 
ditentukan.Sedangkan pencemaran tidak langsung dapat terjadi akibat 
dikotori oleh minyak bumi. Sering tanah persawahan dan kolam-
kolam ikan tercemar oleh buangan minyak, bahkan sering pula suatu 
lahan yang berlebihan dibebani dengan zat-zat kimia (pestisida, 
insektisida, herbisida), sewaktu dibongkar oleh bulldozer pada musim 
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kering, debu tanahnya yang bercampur zat-zat kimia itu ditiup angin, 
menerjang ke udara, dan mencemari udara (Muhamad Erwin, 
2008:43).  
 
3. Tinjauan Umum tentang Hukum Lingkungan 
a. Pengertian Hukum Lingkungan 
Hukum adalah pegangan yang pasti, positif, dan pengarah bagi 
tujuan-tujuan program yang akan dicapai. Semua peri kehidupan diatur 
dan harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum, sehingga dapat tercipta 
masyarakat yang teratur, tertib, dan berbudaya disiplin.Hukum 
dipandang selain sebagai sarana pengaturan ketertiban rakyat (a tool a 
social order) tetapi juga sebagai sarana untuk mempengaruhi dan 
mengubah masyarakat ke arah hidup yang lebih baik (as s tool of 
social engineering, (N.H.T Siahaan, 2004:125). Istilah hukum 
lingkungan sendiri merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu 
“Environmental Law” dalam Bahasa Inggris, “Millieeurecht” dalam 
Bahasa Belanda, “L,environment” dalam Bahasa Prancis, 
“Umweltrecht” dalam Bahasa Jerman, “Hukum Alam Seputar” dalam 
Bahasa Malaysia, “Batas nan Kapalisgiran” dalam Bahasa Tagalog, 
“Sin-ved-lom Kwahm” dalam Bahasa Thailand, “Qomum al-Biah” 
dalam Bahasa Arab, St. Munadjat Danusaputro (Muhamad Erwin, 
2008:8). 
Hukum lingkungan menurut Danusaputro (1980:35-36) adalah 
hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata 
pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Danusaputro 
membedakan antara Hukum Lingkungan modern yang beroriantasi 
kepada lingkungan atau “environment-oriented law” dan Hukum 
Lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan 
atau “use-oriented law”. Hukum Lingkungan modern berorientasi 
kepada lingkungan sehingga sifat dan wataknya juga mengikuti sifat 
dan watak lingkungan itu sendiri sehingga memiliki 
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menyeluruh atau komprehensif-integral, sebaliknya Hukum 
Lingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku, dan sukar berubah 
(R.M.Gatot P.Soemartono, 1996:46-47).  
Selanjutnya menurut Drupsteen, Hukum Lingkungan adalah 
hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam seluas-
luasnya.Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang 
lingkup pengelolaan lingkungan.Dengan demikian hukum lingkungan 
merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan 
lingkungan.Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan teutama oleh 
pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas 
hukum pemerintahan (R.M.Gatot P.Soemartono, 1996:49-50). 
Hukum lingkungan menurut Soedjono adalah hukum yang 
mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), dimana lingkungan 
mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia 
berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan 
manusia dan jasad-jasad hidup lainnya (Soedjono, 1983:29). Hukum 
lingkungan dalam bidang ilmu hukum, merupakan salah satu bidang 
ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan 
mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum 
pidana, dan segi hukum perdata. Dengan demikian, tentu saja hukum 
lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks. Sehingga untuk 
mendalami hukum lingkungan itu sangat mustahil apabila dilakukan 
seorang diri, karena kaitannya yang sangat erat dengan segi hukum 
yang lain yang mencakup pula hukum lingkungan di dalamnya 
(http//id.wikipedia.org//wiki/Hukum_Lingkungan). 
 
b. Hukum Lingkungan Indonesia 
Hukum Lingkungan Indonesia adalah keseluruhan peraturan 
yang mengatur tingkah laku manusia (orang) tentang apa yang 
seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan terhadap “lingkungan hidup 
Indonesia” yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan 
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dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian, 
perbedaan pengertian antara “hukum lingkungan” dan “hukum 
lingkungan Indonesia” adalah terletak pada ruang lingkup berlakunya 
keseluruhan peraturan tersebut, yaitu hanya berlaku di wilayah 
Nusantara; atau hanya pada lingkungan hidup Republik Indonesia 
(R,M Gatot P. Soemartono, 1996:61). 
Pengaturan hukum mengenai masalah lingkungan hidup 
manusia yang perlu dipikirkan, menurut Mochtar Kusuma-Atmadja 
adalah sebagai berikut: 
1) Peranan hukum adalah untuk menstrukturkan keseluruhan proses 
sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Adapun isi materi 
yang harus diatur ditentukan oleh ahli-ahli dari masing-masing 
sektor, di samping perencanaan ekonomi dan pembangunan yang 
akan memperlihatkan dampak secara keseluruhan. 
2) Cara pengaturan menurut hukum perundang-undangan dapat 
bersifat preventif atau represif; sedangkan mekanismenya ada 
beberapa macam, yang antara lain dapat berupa perizinan, 
insentif, denda, dan hukuman. 
3) Cara pendekatan atas penanggulangannya dapat bersifat sektoral, 
misalnya perencanaan kota, pertambangan, pertanian, industry, 
pekerjaan umum, kesehatan, dan lain-lain. Dapat juga dilakukan 
secara menyeluruh dengan mengadakan Undang-undang Pokok 
mengenai Limgkungan Hidup Manusia (Law on the Human 
Environment atau Environmental Act) yang merupakan dasar bagi 
pengaturan sektoral. 
4) Pengaturan masalah ini dengan jalan hukum harus disertai oleh 
suatu usaha penerangan dan pendidikan masyarakat dalam soal-
soal lingkungan hidup manusia. Hal ini karena pengaturan hukum 
hanya akan berhasil apabila ketentuan-ketentuan atau peraturan 
perundang-undangan itu dipahami oleh masyarakat dan dirasakan 
kegunaannya. 
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5) Efektivitas pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia 
tidak dapat dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat 
penegak hukum sebagai prasarana efektivitas pelaksanaan hukum 
dalam kenyataan hidup sehari-hari (R.M Gatot P. Soemartono, 
1996:58-59). 
 
c. Asas Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Asas-asas pengelolaan sampah dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1) Asas tanggung jawab negara 
Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab negara adalah 
negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan 
dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi 
masa depan. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan 
hidup yang baik dan sehat. negara mencegah dilakukannya 
kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 
2) Asas kelestarian dan keberlanjutan 
Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah 
bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab 
terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu 
generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung 
ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. 
3) Asas keserasian dan keseimbangan 
Yang dimaksud dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah 
bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan 
berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan 
perlindungan serta pelestarian ekosistem. 
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4) Asas keterpaduan  
Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan 
dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai 
komponen terkait. 
5) Asas manfaat 
Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa segala usaha 
dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan 
dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk 
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras 
dengan lingkungannya. 
6) Asas Kehati-hatian 
Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah bahwa 
ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan 
karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 
bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah 
meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 
7)  Asas keadilan 
Yang dimaksud dengan asas keadilan” adalah bahwa 
perlindungan dan  pengelolaan lingkungan hidup harus 
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga 
negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. 
8) Asas ekoregion 
Yang dimaksud dengan asas ekoregion adalah bahwa 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 
memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, 
kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan 
lokal. 
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9) Asas Keanekaragaman Hayati 
Yang dimaksud dengan asas keanekaragaman hayati adalah 
bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 
memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan 
keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam 
hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya 
alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya 
secara keseluruhan membentuk ekosistem. 
10) Asas Pencemaran membayar 
Yang dimaksud dengan asas pencemar membayar adalah bahwa 
setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya 
menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 
wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. 
11) Asas Partisipatif 
Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa setiap 
anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses 
pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun 
tidak langsung. 
12) Asas Kearifan Lokal 
Yang dimaksud dengan asas kearifan lokal adalah bahwa dalam  
dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-
nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. 
13) Asas Tata Kelola pemerintahan yang baik 
Yang dimaksud dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik 
adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, 
efisiensi, dan keadilan. 
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14) Asas Otonomi Daerah 
Yang dimaksud dengan asas otonomi daerah adalah bahwa 
Pemerintah  dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan 
kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 2 Undang-Undang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No 32 Tahun 
2009). 
Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan  untuk melanjutkan 
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup 
dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seluruhnya yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah : 
1) Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara 
manusia dan lingkungan hidup; 
2) Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup 
yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina 
lingkungan hidup; 
3) Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa 
depan; 
4) Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; 
5) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; 
6) Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap 
dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang 
menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 
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4. Tinjauan Tentang Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat 
a. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia 
Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia 
semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan 
karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum 
positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai 
manusia. (Jack Donnely,2003: hlm. 7-21.(Dikutip dari EVOLUSI 
PEMIKIRAN DAN SEJARAH PERK…)   Dalam arti ini, maka 
meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, 
bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbedabeda, ia tetap 
mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak 
tersebut. 
Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut 
(inalienable). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami 
oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak 
akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak 
tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai 
makhluk insani. 
John Locke, dalam bukunya, “The Second Treatise of 
CivilGovernment and a Letter Concerning Toleration” Locke 
mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu 
dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan 
kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat 
dicabut atau dipreteli oleh negara.(John Locke, 1964: 12) Melalui suatu 
‘kontrak sosial’ (social contract), perlindungan atas hak yang tidak 
dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Tetapi, menurut Locke, 
apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan 
melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas 
menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu 
pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Melalui teori 
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hak-hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak individu yang pra-positif 
mendapat pengakuan kuat. 
Gerakan untuk menghidupkan kembali teori hak kodrati inilah 
yang mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia di panggung 
internasional Pengalaman buruk dunia internasional dengan peristiwa 
Holocaust Nazi, membuat dunia berpaling kembali kepada gagasan 
John Locke tentang hak-hak kodrati.“Setelah kebiadaban luar biasa 
terjadi menjelang maupun selama Perang Dunia II, gerakan untuk 
menghidupkan kembali hak kodrati menghasilkan dirancangnya 
instrumen internasional yang utama mengenai hak asasi manusia, Hal 
ini dimungkinkan dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) pada 1945. 
Dari sinilah dimulai internasionalisasi gagasan hak asasi 
manusia.Sejak saat itulah masyarakat internasional bersepakat 
menjadikan hak asasi manusia sebagai “suatu tolok ukur pencapaian 
bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa” (“acommond standard 
of achievement for all peoples and all nations”). Hal ini ditandai 
dengan diterimanya oleh masyarakat internasional suatu rezim hukum 
hak asasi manusia internasional yang disiapkan oleh PBB atau apa yang 
kemudian lebih dikenal dengan “International Bill of Human Rights”. 
 
b. Perkembangan Undang-Undang Lingkungan  
Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagai hak 
subyektif seperti dikemukakan Heinhard Steiger C.S. (Muhammad 
Taufik Makarao, 2011: 50).Hak atas lingkungan (HAL) adalah akses 
terhadap sumber daya alam yang untuh yang memungkinkan manusia 
hidup dan bertahan termasuk hak ekologi yang lebih baik, mulai dari 
hak spesies tertentu sampai pada hak individu untuk menikmati dan 
hidup di alam yang masih baik. 
Dalam sejarah peraturan perundang-undangan lingkungan, telah 
terdapat peraturan perundang-undangan sejak zaman Hindia 
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Belanda.Sebagaiama dikemukakan oleh Koesnadi Hardjosoemantri, 
“apabila diperhatiakan peraturan perundang-undangan pada waktu 
zaman Hindia Belanda sebagaimana tercantum dalam Himpunan 
Peraturan Perundang-undangan lingkungan hidup yang disusun oleh 
Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi Pemerintah di bidang 
Pengembangan Lingkungan Hidup yang dan diterbitkan pada tanggal 5 
Juni 1978, maka dapatlah dikemukan, bahwa yang pertama kali diatur 
adalah mengenai perikanan mutiara dan perikanan bunga karang, yaitu 
Parelvisscherij, Sponsenvisscherijordonantie (Stbl. 1916 No. 157), 
dikeluarkan di Bogor oleh Gubernur Jendral Indenburg pada tanggal 29 
Januari 1916. Ordonasi tersebut termuat peraturan umum dalam rangka 
melakukan perikanan siput dan mutiara, kulit mutiara, teripang dan 
bunga karang dalam jarak tidak boleh dari tiga mil-laut Inggris dari 
pantai pantai Hindia Belanda /Indonesia. (Muhammad Taufik. M, 2011: 
8)  
Pada tanggal 29 Mei 1920, dengan penetapan Gubernur Jendral 
No. 86 telah diterbitkan Visscherijonantie (Stbl. 1920 No. 396), yaitu 
peraturan perikanan untuk melindungi keadaan ikan.Adapun yang 
dimaksud dengan “ikan” meliputi telur ikan, benih ikan dan segala 
macam kerang kerangan. Dalam Pasal 2 ditentukan, bahwa menangkap 
ikan dengan bahan bahan beracun, bius, atau bahan bahan peledak 
dilarang ordonansi lain di bidang perikanan adalah 
Kustvisscherijordonantie (Stbl.1927 No. 144), berlaku sejak tanggal 1 
September 1927 (Koesnadi Hardjosoemantri dalam Muhammad Taufik. 
M, 2011: 8)  
Ordonasi yang sangat penting bagi lingkungan hidup adalah 
Hinderordonantie (Stbl. 1926 No. 226, yang diubah/ditambah, terahir 
dengan Stbl. 1940 No. 450), yaitu ordonansi gangguan.Didalam Pasal 1 
ditetapkan larangan mendirikan tanpa izin tempat tempat usaha yang 
jenisnya dicantumkan dalam ayat (1),   pasal tersebut, meliputi 20 jenis 
perusahaan.Di dalam ordonansi ini ditetapkan pula berbagai 
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pengecualian atas larangan ini.Ordonansi yang penting di bidang 
perlindungan satwa adalah Dierenbeschermingsordonantie (Stbl. 1931 
No. 134), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1931 untuk seluruh 
wilayah Hindia-Belanda (Indonesia). Berdekatan dengan ordinansi ini 
adalah peraturan perundang undang yang  perburuan, yaitu 
Jachtordonantie (Stbl. 1940 No. 733) yang berlaku untuk  jawa dan 
Madura sejak tanggal 1 juli 1940.Jachtordonantie 1940 ini mencabut 
Jachtordonantie Java en Madura 1931(Stbl. 1931 No. 133).Di bidang 
perusahaan telah dikeluarkan Bedrijfsreglermenter-ingsordonantie 
1934 (Stbl. 1938 No. 86 jo Stbl. 1948 No. 224) ordonasi yang mengatur 
tentang perlindungan alam adalah Natuurbeschermingsordonantie 1941 
(Stbl. 1941 No. 167).Ordonansi ini mencabut ordonansi yang cagar-
cagar alam dan suaka-suaka mergasatwa, yaitu Natuurmonumentenen 
Wildreservaterordonantie 1932 (Stbl. 1932 No. 17) dan 
menggantikannya dengan Natuurbeschermingsordonantie 1941 
tersebut.Ordonasi tersebut dikeluarkan untuk melindungi kekayaan 
alam Hindia Belanda (Indonesia). Peraturan peraturan yang tercantum 
didalamnya  berlaku terhadap suaka suaka alam atau 
natuurmonumenten dengan pembedaan atas suaka-suaka margasatwa 
dan cagar-cagar alam. (Koesnadi Hardjosoemantri dalam Muhammad 
Taufik. M, 2011: 9) 
Secara konsitusional, hak atas lingkungan hidup dalam hukum 
nasional indonesia tercantum dalam beberapa aturan yaitu: 
1) Alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan 
”membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang meindungi 
segenap bangsa indonesia ”. serta dikaitkan pula dengan hak 
penguasaan kepada negara atas bumi, air dan kekayaan terkandung 
didalamya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 
1945 
2) Amandemen UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 meyebutkan ”setiap 
orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan 
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mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanaan kesehatan 
3) Piagam HAM dan merupakan bagian tak terpisahkan dari TAP 
MPR NO XVII/MPR/1998 yang ditetapkan oleh sidang istimewa 
MPR tahun 1998. diantaranya menyatakan ”bahwa manusia adalah 
mahluk Tuhan Yang Maha Esa, yang berperan sebagai pengelola 
dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam bentuk 
ketaatan kepada- Nya.  
4) UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU No.39 
1999) Pasal 3 meyatakan ”masyarakat berhak atas lingkungan 
hidup yang baik dan sehat. 
5) Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
Secara umum uraian tersebut memperlihatkan betapa penting 
komponen lingkungan hidup dalam menunjang dan memenuhi hak 
hidup manusia sebagai hak atas lingkungan terkait dengan pencapaian 
kualitas hidup. Masih ada begitu banyak kebijakan yang juga secara 
langsung berhubungan dengan lingkungan seperti Undang-Undang No. 
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang No. 27 Tahun 
2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, Undang-
Undang No.10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Tapi ternyata, kebijakan 
tersebut belum mampu mengendalikan pengrusakan lingkungan. Salah 
satu sebabnya adalah pelaksana dari kebijakan tersebut justru tidak 
menjadikannya sebagai landasan dalam pelaksanaan pembangunan 
(1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Indonesia pertama kali mengakui hak atas lingkungan hidup 
yang baik dan sehat diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang 
khusus, hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, awalnya hanya terdiri atas 24 Pasal pokok.  
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(2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. 
Undang-Undang No 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan 
Pokok Pengelolaan Lingkungan yang terdiri dari 24 pasal tersebut 
kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 
1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam konsideran 
dinyatakan bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam 
kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang 
sedemikian rupa sehingga pokok materi yang diatur dalam UU No. 
4 Tahun 1982 perlu disempurnakan dengan tujuan untuk mencapai 
pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.   
(3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
UUPLH yang terdiri dari 52 pasal diperbaharui menjadi 127 
Pasal pokok dalam UUPPLH, hal ini dilakukan agar lebih 
menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hak 
bagi setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik 
dan sehat sabagai bagian dari perlindungan  terhadap keseluruhan 
ekosistem. Secara filosofis UUPPLH memberikan jaminan bagi 
warga berupa hak untuk mnedapatakan lingkungan hidup yang baik 
dan sehat sebagai HAM. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan 
sehat diakui sebagai HAM di Indonesia berawal dari adanya 
ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1999 tentang HAM yang 
menetapkan bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan hidup 
yang baik dan sehat” 
Reformasi yang dibangun dalam UUPPLH berawal dari 
adanya prinsip otonomi daerah, yang banyak memberi perubahan 
dalam hubungan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah, sehingga perlu suatu landasan filosofi yang 
mendasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di 
daerah-daerah.Otonomi daerah yang ditandai dengan adanya UU 
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No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sehingga dalam 
memerintah kurang memperhatikan aspek lingkungan. 
 
c. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan 
Pembangunan berwawasan lingkungan (eco-development) 
adalah salah satu prinsip yang juga dijadikan dasar pengelolaan 
lingkungan hidup di Indonesia (Pasal 3 UUPLH). Prinsip ini 
menekankan agar pembangunan dilakukan melalui pendekatan 
ekosistem (ecological approach), yakni kegiatan pembangunan 
yang memperhatikan kepentingan lingkungan. Sedangkan 
pengertian yuridisnya menurut Pasal 1 butir 13 UUPLH adalah 
upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber 
daya secara bijaksana dalam pembangunan yang 
berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Prinsip ini 
sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar  1945 yang 
berbunyi ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar 
kemakmuran rakyat”.Prinsip pembangunan berwawasan 
lingkungan merupakan suatu sarana untuk mewujudkan 
pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Untuk 
dapat menciptakan pembangunan berkelanjutan, pengelolaan 
sumber alam dalam segala usaha pendayagunaannya harus 
memperlihatkan keseimbangan lingkungan dan kelestarian 
kemampuannya, sehingga dapat memberi manfaat yang sebesar-
besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat maupun bagi 
kepentingan generasi yang akan datang. Hubungan antara prinsip 
pembangunan berwawasan lingkungan dengan konsep 
pembangunan berkelanjutan oleh M. Daud Silalahi diibaratkan 
sebagai dua sisi mata uang yang sama, sehingga saling berkaitan 
(M. Daud Silalahi, 1992: 168). Karena itu, tidak berlebihan 
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bilamana Koesnadi Harjasoemantri menyatakan prinsip 
pembangunan berwawasan lingkungan sebagai kata kunci 
(keywods) dalam rangka melaksanakan pembangunan dewasa ini 
maupun di masa mendatang (Koesnadi Hardjasoemantri, 1999: 
127). 
 Pembangunan berkelanjutan merupakan program nasional, 
bahkan program dunia sebagaimana dicetuskan oleh Komisi 
Khusus yang dibentuk PBB, yakni Komisi Dunia Lingkungan 
Hidup dan Pembangunan (World Commision on Environment and 
Development) pada Tahun 1987 dalam laporannya yang berjudul 
"Hari Depan Kita Bersama" (Our Common Fulture). Sebagai 
program nasional, maka menjadi kewajiban setiap orang untuk 
mensukseskannya dengan jalan berpikir, berperilaku maupun 
berkarya yang didasarkan pada prinsip-prinsip Hukum Lingkungan. 
 
d. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 
 Fungsi air, tanah dan udara dalam kehidupan manusia 
sangat beragam, karena itu dapat menjadi faktor pembatas dalam 
lingkungan hidup kita baik dalam sistem biologi maupun untuk 
kesejahteraan masyarakat. Ketiga elemen diatas adalah sesuatu hal 
yang harus selalu dijaga karena merupakan salah satu elemen 
berlangsungnya kehidupan manusia. 
Mekanisme pasar bekerja tanpa pertimbangan Lingkungan 
Hidup. Model pembangunan melalui mekanisme pasar ini juga 
mengabaikan peranan barang dan sumber alam yang belum 
memiliki kegunaannya untuk waktu sekarang. Lingkungan Hidup 
penuh berisikan tumbuh-tumbuhan, binatang, zat dan benda yang 
tidak diketahui manfaat dan kegunaannya, sehingga ia tidak 
memiliki nilai dan luput dari perhitungan ekonomi pembangunan. 
Dengan cara berpikir semacam ini, pengelolaan alam tidak disertai 
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dengan keharusan untuk memperbaharui. Begitu pula hasil 
sampingan berupa sampah, kotoran, limbah sebagai hasil kegiatan 
Industri tidak masuk dalam perhitungan biaya dari Industri; artinya 
semua sampah dan kotoran dibuang dalam alam yang tersedia 
gratis di bumi ini. 
 Pengendalian Pencemaran adalah setiap usaha pengelolaan 
limbah yang meliputi identifikasi sumber-sumber limbah, 
pemeriksaan konsentrasi bahan pencemar dan jangkauan serta 
tingkat bahaya pencemaran yang dilakukan melalui analisa dampak 
lingkungan dan pemasangan instalasi pengolahan limbah baik 
dalam lokasi pabrik maupun diluar lokasi. Pengendalian ini 
bertujuan untuk menekan mengurangi atau meniadakan dan 
mencegah zat-zat pencemar yang terdapat pada limbah industri 
agar tidak memasuki lingkungan, Pengendalian ini dapat dilakukan 
dengan memanfaatkan teknologi pengolahan limbah industri 
melalui perlakuan didalam proses pengolahan (internal treatment) 
maupun perlakuan diluar proses pengolahan industri yaitu pada lain 
lokasi (external treatment), sehingga senyawa-senyawa pencemar 
yang terdapat dalam limbah tersebut berada dalam batas Baku 
Mutu Lingkungan (Perdana Ginting, 2007 : 67-68) 
Setiap kegiatan Industri, dimanapun dan kapanpun, pasti 
akan menimbulkan dampak. Dampak di sini dapat bernilai positif 
yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia dan dapat 
berarti negatif yaitu timbulnya resiko yang merugikan Masyarakat. 
Dampak positif  Industri sangat banyak, demikian pula dengan 
dampak negatifyang tidak kalah pentingnya. Dampak negatif akibat 
kegiatan Industri terhadap Lingkungan, yang sangat menonjol 
adalah masalah Pencemaran Lingkungan(GatotP. 
Soemartono,1996: 133-134) 
Pencemaran Lingkungan dan atau Perusakan Lingkungan 
merupakan dampak negatif dari adanya Kegiatan Usaha yang tidak 
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boleh diabaikan oleh semua Pihak baik itu Masyarakat, Pemerintah 
apalagi oleh para Penanggung Jawab Kegiatan Usaha/Industri 
tersebut. Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan selain 
menyebabkan kerugian bagi Makhluk Hidup sekitarnya juga akan 
merusak dan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan.  
Beberapa Perusakan/pencemaran Lingkungan Hidup di 
Indonesia diantaranya adalah: 
 1). Kerusakan/Pencemaran pantai utara Pulau Jawa sehingga 
mempengaruhi pengolahan tambak uadang/tambak bandeng. 
  2)   Sampah plastik telah mengotori pantai pesisir  Pulau Jawa yang 
mengakibatkan ikan lumba-lumba dan ikan lain mati karena 
memakan plastik. 
3). Beberapa Perusahaan Industri yang ada di Jawa Tengah, telah 
membuang limbah Industri ke sungai/kali tanpa diolah terlebih 
dahulu atau Perusahaan Industri tersebut belum memiliki Unit 
pengolahan Limbah. 
 Untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan di Industri perlu 
dilakukan pengendalian yang berupa kegiatan : 
 1). Peningkatan kesadaran Lingkungan di antara karyawan dan 
pengusaha khususnya, masyarakat umumnya, tentang akibat-
buruk suatu pencemaran. 
2)  Penanganan atau penerapan kriteria tentang kualitas tersebut 
dalam Perataturan Perundang-Undangan. 
3). Penyempurnaan alat produksi melalui kemajuan teknologi, di 
antaranya melalui modifikasi alat produksi sedemikian rupa 
sehingga bahan-bahan Pencemaran yang bersumber pada 
proses produksi dapat dihilangkan, setidak-tidaknya dapat 
dikurangi. 
4). Pembentukan Organisasi penanggulangan pencemaran, antara 
lain mengadakan monitoring berkala guna mengumpulkan 
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data selengkapnya mungkin yang dapat dijadikan dasar 
menentukan kriteria tentang kualitas Udara, Air dan Tanah. 
Salah satu bentuk perlindungan terhadap pencemaran 
Lingkungan Hidup diwujudkan dalam prosedur Penaatan 
yang mempunyai fungsi untuk menjaga kelestarian 
Lingkungan Hidup. 
 
e. Urgensi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Pembangunan Nasional 
        Sebelum terbitnya UU 32/2009, praktek penyelenggaran 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali 
difokuskan pada upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran 
yang sifatnya pada tingkat di hilir saja, tanpa melihat akar 
permasalahan yang lebih mendasar di tingkat kebijakan, rencana 
maupun program. Sementara terjadinya  kerusakan dan pencemaran 
lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber 
daya alam yang kurang berkelanjutan. UU Nomor 32/2009 
memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan 
sumberdaya alam secara lebih efektif sejak perencanaan, 
pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan serta 
penegakan hukum. Dalam hal perencanaan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup, fokus muatan yang akan dicakup, 
yaitu: (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; 
(2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi 
lingkungan hidup; (3) pengendalian, pemantauan, serta 
pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan (4) adaptasi 
dan mitigasi terhadap perubahan iklim. 
Untuk memperkuat perencanaan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup tersebut, UU Nomor 32/2009 
memandatkan bahwa untuk menyusun rencana perlindungan dan 
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pengelolaan LH harus berbasis ekoregion yang mempertimbangkan 
keragaman dan karakteristik wilayah.  
Peta ekoregion skala 1:500.000 untuk mendukung RPPLH 
Nasional telah dilaunching pada Juni 2013  yang akan 
ditindaklanjuti dengan peta ekoregion skala minimal 1:250.000 
untuk mendukung RPPLH tingkat provinsi dan skala minimal 
1:50.000 untuk mendukung RPPLH kabupaten/kota. Dengan 
demikian, ekoregion merupakan kekuatan RPPLH yang dapat 
mewujudkan arah Kebijakan Perencanaan Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan karakteristik 
ekoregion yang mempertimbangkan aspek darat danlaut. 
Bencana yang sering terjadi akhir-akhir ini, seperti banjir, 
longsor, kekeringan, pencemaran sungai dan laut, kekurangan air 
bersih, kerusakan tanah, dan polusi udara mengindikasikan bahwa 
daya dukung lingkungan hidup telah terlampui. Peningkatan 
frekuensi bencana lingkungan hidup tersebut terjadi seiring dengan 
pembangunan yang terus berlangsung. Untuk itu, sangat penting 
melakukan perbaikan kebijakan, rencana, maupun program 
pembangunan secara terus menerus dengan mempertimbangkan 
semua aspek, termasuk lingkungan hidup. UU Nomor 32/2009 
mengamanatkan bahwa RPPLH dijadikan dasar dan dimuat dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dalam hal ini, RPPLH 
Nasional menjadi sangat penting dalam mengarahkan 
pembangunan nasional agar fungsi lingkungan hidup tetap terjaga. 
 
f. Masalah dan Isu Strategis Lingkungan Hidup Nasional 
          Gejala peningkatan frekuensi dan luas bencana lingkungan 
hidup secara fisik disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi 
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secara bersamaan atau tidak bersamaan di suatu wilayah, antara 
lain:  
a) kerusakan hutan;  
b) terjadinya lahan kritis;  
c) besarnya beban pencemar;  
d)pelanggaran tata ruang dan perijinan. Tidak hanya bencana 
lingkungan yang cenderung semakin meningkat, namun juga 
terjadi semakin maraknya konflik sosial, adanya kesenjangan 
kondisi antar ekoregion/pulau, ketimpangan terhadap 
pemanfaatan SD Alam. 
         Berbagai situasi tersebut sesungguhnya merupakan produk 
kumulatif dari pembangunan berbagai sektor antara lain:  
a) belum terselesaikannya persoalan hak-hak atas SDA dan 
pengelolaannya secara adil (mis. antar nelayan tradisional 
dengan nelayan trawl / menangkap krumunan ikan dgn jaring 
yang sangat besar, tidak memandang ikan kecil dan besar ikut 
terjaring);  
b)kebijakan pembangunan yang masih kuat diimplementasikan 
pada tataran produksi dan eksploitasi SDA, sedangkan 
pengendalian daya dukung LH melalui kerjasama antar 
wilayah administrasi belum kuat;  
c) kebijakan anggaran berbasis lingkungan yang belum terwujud 
dengan baik, termasuk juga internalisasi biaya lingkungan dan 
dampaknya ke dalam biaya produksi;  
d) belum efektifnya upaya konservasi dan rehabilitasi dari berbagai 
aspek seperti : rendahnya insentif dan disinsentif, ketepatan 
ukuran kinerja, pendekatan yang hanya berbasis proyek;  
e) kapasitas dan tata kelola lingkungan hidup. Penyelesaian 
persoalan tersebut tidak dapat hanya dilakukan pada bagian 
hilir dari proses pembangunan saja, namun penyelesaiannya 
perlu diperkuat untuk masuk ke hulu atau akar masalah. 
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Isu strategis untuk mengatasi permasalahan PPLH yang 
nantinya perlu dituangkan dalam RPPLH Nasional antara lain: 
a)    Informasi dan Manajemen Pengetahuan Sumber Daya Alam 
dan Lingkungan Hidup 
Informasi dan pengetahuan sangat penting untuk selalu diperbarui 
untuk menjadi dasar bagi pengendalian pembangunan agar 
tidak melampaui daya dukung lingkungan. Keterbukaan 
informasi bagi stakeholders, termasuk status LH dan 
transparansi perizinan pemanfaatan SDA, akan menjadi 
sumber pengetahuan dan pengawasan LH oleh publik. 
b)    Kapasitas Lembaga dan Pengorganisasian dalam Implementasi 
Kebijakan. 
Kepemimpinan dan kapasitas jaringan kerja yang kuat pada 
seluruh stakeholder dalam arti luas di pusat maupun daerah 
yang terkait dengan penguatan dan implementasi sesara efektif 
kebijakan PPLH termasuk PSDA. Dengan pemahaman bahwa 
kinerja perlindungan dan pengelolaan LH sangat ditentukan 
oleh perilaku seluruh stakeholder.  Perbaikan kinerja LH yang 
menuntut visi jangka panjang cenderung kurang harmonis 
dengan arah pembangunan ekonomi dan politik eksploitasi 
SDA jangka pendek sehingga kerusakan lingkungan terus 
terjadi. Dampak kerusakan  lingkungan hidup tidak dapat 
dibatasi oleh batas administrasi ataupun batas yurisdiksi 
sektoral. Hal ini menunjukkan  bahwa keberhasilan upaya 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat 
tergantung pada kerjasama antar  wilayah administrasi maupun 
antar sektor. Penetapan program pembangunan bersama antar 
wilayah administrasi dan antar sektor dengan mempertahankan 
daya dukung lingkungan menjadi keniscayaan. Untuk 
menghindari konflik kepentingan antar pihak dalam 
membangun program pembangunan bersama tersebut, perlu 
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dibangun leadership LH yang antara lain mengembangkan 
jejaring LH termasuk dengan para pihak di luar pemerintah 
(LSM, Media, PerguruanTinggi, Organisasi Masyarakat, 
DPR/D, dll). 
c)    Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam 
(SDA). 
SDA yang terkait dengan penggunaan lahan, seperti hutan, 
tambang, dan kebun sudah sampai pada kondisi kritis, bukan 
hanya menjadi penyebab kerusakan dan pencemaran 
lingkungan, termasuk hilangnya sumber-sumber air bersih, 
tetapi juga menjadi sumber konflik dan ketidakadilan 
pemanfaatannya. Di sisi lainnya, sumberdaya perairan/laut 
masih belum optimal pemanfaatannya, terjadi kemiskinan 
nelayan di satu sisi dan di sisi lain telah terjadi kerusakan 
habitat dan over eksploitasi beberapa jenis ikan. untuk 
melakukan penghematan dan pencadangan pemanfaatan SDA 
secara umum. 
d)   Perlindungan dan pemulihan daya dukung Terkait dengan 
upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 
pemulihan daya dukung, termasuk pemulihan masalah sosial, 
merupakan hal yang sangat penting. Untuk mencapai tujuan 
tersebut, penguatan kelembagaan untuk  perlindungan dan 
konservasi SDA, terutama di kawasan lindung, perlu mendapat 
prioritas antara lain melalui penerapan kebijakan ekonomi, 
regulasi dan insentif Lingkungan Hidup. 
e)   Pengendalian beban lingkungan hidup  Kapasitas  pengendalian 
beban lingkungan hidup di Indonesia tidak sebanding dengan 
sebaran lokasi sumber pencemar yang sangat luas. Sementara 
itu kebijakan penataan ruang dan kebijakan lainnya belum 
mampu menanggulangi semakin terkonsentrasinya beban 
lingkungan hidup di wilayah-wilayah perkotaan, pelabuhan 
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dan industri. Terkait dengan pengendalian beban lingkungan 
hidup diperlukan prioritas pada kawasan khusus seperti urban-
perkotaan, pelabuhan, industri, dll sebagai wilayah target 
pengendalian beban lingkungan. 
f)     Kebijakan Penegakan hukum Disamping itu, peningkatan 
kapasitas tersebut perlu pula diwujudkan melalui 
pengembangan jejaring hukum lingkungan Kapasitas yustisia 
dalam penegakan hukum lingkungan perlu diperluas dengan 
mengkaitkan pelanggaran hukum lingkungan hidup dengan 
penataan ruang, pencegahan perusakan hutan, pencucian uang, 
tindak pidana korupsi, dll. sehingga terwujud kluster-kluster di 
setiap wilayah ekoregion. 
 
5. Teori Kewenangan 
Dalam konsep hukum publik wewenang merupakan konsep inti 
dari  hukum tata negara dan hukum administrasi negara (HM Arif 
Mulyadi, 2005: 61). Pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan 
fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan 
tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam  peraturan 
perundang-undangan (legalitiet beginselen) (HM Arif Mulyadi, 2005: 61). 
Tanpa adanya kewenangan yang dimiliki, maka Badan atau Pejabat 
Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan atau 
tindakan pemerintahan, menurut Donner, ada dua fungsi berkaitan dengan 
kewenangan,  
“Yakni fungsi pembuatan kebijakan (policy marking)yaitu 
kekuasaan yang menentukan tugas (taakstelling) dari alat pemerintahan 
atau kekuasaan yang menentukan politik negara dan fungsi pelaksanaan 
kebijakan (policy exsecuting) yaitu kekuasaan yang bertugas untuk 
merealisasikan politik negara yang telah di tentukan (verwezeblikking van 
de taak)(Victor Situmorang, 1989: 30). 
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Ateng syafrudin menerangkan kewenangan adalah apa yang 
disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang 
diberikan oleh undang–undang, sedangkan wewenang hanya mengenai 
suatu “onderdeel”(bagian) tertentu saja dari kewenangan. Dalam beberapa 
sumber menerangkan, bahwa istilah kewenangan (wewenang) disejajarkan 
dengan  
Bevoegheid dalam istilah Belanda. Menurut Philipus M. Hadjon 
bahwa “wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya mempunyai 3 (tiga) 
komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum  dan komformitas hukum” 
(Philipus M. Hadjon, 1998: 2).Komponen pengaruh, bahwa penggunaan 
wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan prilaku subyek hukum; 
dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu haruslah mempunyai 
dasar hukum, sedangkan komponen komformitas hukum dimaksud, bahwa 
wewenang itu haruslah mempunyai standar. Menurut Philipus M. Hadjon 
(2008: 1),ruang lingkup keabsahan tindakan 
pemerintahan dan Keputusan Tata Usaha Negara meliputi: 
wewenang, substansi dan prosedur. Wewenang dan substansi merupakan 
landasan bagilegalitas formal.  
Bagir Manan menyatakan : Di bidang otonomi Perda dapat 
mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang 
tidak diatur oleh pusat. Di bidang tugas pembantuan Perda tidak mengatur 
substansi urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat. Perda di 
bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan 
substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat. 
Bahasan mengenai keabsahan itu sendiri setara jika berbicara 
mengenai keberadaan hukum, sebagaimana pendapat Sudikno 
Mertokusumo bahwa hukum ada karena kekuasaan yang sah.Kekuasaan 
yang sahlah yang menciptakan hukum. Ketentuan-ketentuan yang tidak 
berdasarkan kekuasaan yang sah pada dasarnya bukanlah hukum, jadi 
hukum bersumber pada kekuasaan yang sah (Bagir Manan, 2004: 185-
186).Sementara itu Bagir Manan menjelaskan, bahwa “wewenang dalam 
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bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya 
menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, 
wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten).  
Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian 
kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelffregelen) dan mengelola sendiri 
(zelfhestuten)(Philipus M. Hadjon, 1998: 7) ,sedangkan kewajiban secara 
horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan 
sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan 
pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan Negara secara 
keseluruhan (Ridwan HR, 2011: 73) 
Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan 
perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, 
delegasi, dan mandat.Kewenangan yang sumbernya dari peraturan 
perundang-undangan disebut dengan kewenangan konstitusionalisme yang 
merupakan sejumlah ketentuan hukum yang tersusun secara sistematis 
untuk menata dan mengatur struktur dan fungsi-fungsi lembaga negara 
Jazim Hamidi dan malik, 2008: 11). 
Mengenai atribusi, delegasi dan mandat ini H.D. van Wijk/Willem 
Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut : 
1) Atribusi adalah kewenangan yang diperoleh oleh organ pemerintahan 
secara langsung dari peraturan perundang-undangan  
2) Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan 
kepada organ pemerintahan lainnya 
3) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (Ridwan 
HR, 2011: 105). 
Pada Atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang 
baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini 
dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang pemerintahan baru. Dapat 
diberi uraian bahwa ketentuan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya 
keputusan yang disengketakan itu mungkin menyebut dengan jelas Badan 
atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang diberi wewenang pemerintah, 
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jadi dasarwewenang tersebut dinamakan bersifat atributif (A. Siti Soetami, 
2009, 105)  
Sedangkan pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang 
yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah 
memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan 
atau jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Dengan demikian, suatu delegasi 
selalu di dahului oleh adanya atribusi wewenang, adalah sangat penting 
untuk mengetahui apakah suatu Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara itu 
pada waktu mengeluarkan suatu keputusan yang berisi suatu 
pendelegasian wewenang berdasarkan suatu wewenang pemerintah 
atributif yang sah atau tidak. Dalam hal mandat, maka tidak terjadi 
perubahan apa-apa mengenai distribusi wewenang yang telah ada, yang 
ada hanya suatu hubungan intern, pemberi mandat (mandans) menugaskan 
penerima mandat (mandataris) untuk atas nama mandans melakukan suatu 
tindakan hukum dan mengambil serta mengeluarkan keputusan-keputusan 
Tata Usaha Negara tertentu. Jadi pada mandat, wewenang pemerintahan 
tersebut dilakukan oleh mandataris atas nama dan tanggung jawab 
mandans. 
Dalam teori beban tanggung jawab, ditentukan oleh cara kekuasaan 
diperoleh, yaitu pertama, kekuasaan diperoleh melalui attributie. Setelah 
itu dilakukan pelimpahan dan dilakukan dalam dua bentuk yaitu delegatie 
dan mandaat. Di sisi lain pelimpahan wewenang pusat kepada daerah 
didasarkan pada teori kewenangan, yaitu pertama kekuasaan diperoleh 
melalui atribusi oleh lembaga negara sebagai akibat dari pilihan sistem 
pemerintahan, setelah menerima kewenangan atribusi berdasarkan UUD 
NRI Tahun 1945 untuk kemudian dilakukan pelimpahan (afgeleid) yang 
dapat dilakukan melalui dua cara yaitu delegasi dan mandat, delegasi 
dapat diturunkan kembali hanya sampai pada sub-sub delegasi (Ketut 
Suardita, 2009: 23). 
Dalam hal atribusi tanggung jawab wewenang ada pada penerima 
wewenang tersebut (atributaris), pada delegasi tanggung jawab wewenang 
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ada pada penerima wewenang (delegans)dan bukan pada pemberi 
wewenang (delegataris), sementara pada mandat tanggung jawab 
wewenang ada pada pemberi mandat (mandans) bukan penerima mandat 
(mandataris). Jika dilihat dari sifatnya wewenang itu dapat dibedakan 
menjadi tiga yakni : 
1.Wewenang yang sifatnya terikat yakni terjadi apabila telah dirumuskan 
secara jelas kapan, keadaan bagaimana wewenang tersebut harus 
dilaksanakan serta telah ditentukan bagaimana keputusan seharusnya 
diambil. 
2.Wewenang fakultatif yakni wewenang tersebut tidak wajib dilaksanakan 
karena masih ada pilihan sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan 
pada keadaan-keadaan tertentu sebagaimana yang dijelaskan pada 
peraturan dasarnya. 
3.Wewenang bebas yakni wewenang yang dapat dilakukan ketika 
peraturan dasarnya memberikan kebebasan sendiri kepada pejabat tata 
usaha negara untuk bertindak dan menentukan keputusan yang akan 
diambilnya (Maria Farida Indrati, 2007: 23). 
 
Kewenangan pembentukan Perda merupakan sumber kewenangan 
atribusi, karena pembentukan Perda merupakan pemberian atribusi untuk 
mengatur daerahnya sesuai dengan Pasal 136 UU No. 32 Thn 2004, di 
samping itu pembentukan Perda merupakan suatu pelimpahan 
wewenangan (delegasi) dari suatu peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah  
(Maria Farida Indrati, 2007: 23). 
Serta pendelegasian kewenangan Pemerintah (Presiden) kepada 
pembantunya yakni Mendagri dalam rangka melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah.Karena jika kita lihat pada Pasal 145 ayat (2) perda 
dibatalkan oleh pemerintah, jika kita menafsirkan Pasal 1 angka 1 yang 
disebut Pemerintahan Pusat adalah Pemerintah pusat, selanjutnya disebut  
Pemerintah, adalah PresidenRepublik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Sehingga yang membatalkan perda adalah Presiden dan 
bukan  Mendagri. 
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B. Kerangka Berpikir 
Kerangka pemikiran diatas menjelaskan alur pemikiran penulis dalam 
mengangkat, menggambarkan, menelaah, dan menjabarkan tentang perubahan 
paradigma disetiap perubahan undang undang pengelolaan lingkungan 
hidup.Tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti 
dinyatakan dalam pembukaan Undang-undangDasar 1945, ialah melindungi 
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial. Untuk menuju terwujudnya tujuan nasional tersebut 
bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan secara terencana dan 
bertahap.Namun pembangunan ini tumbuh berkembang dengan tidak 
memperhitungkan pengaruhnya kepada lingkungan. 
Lingkungan Hidup di Indonesia menyangkut tanah, air, dan udara 
dalam wilayah negara Republik Indonesia.Semua media lingkungan hidup 
tersebut merupakan wadah tempat kita tinggal, hidup serta 
bernafas.Pembangunan industri, eksploitasi hutan serta sibuk dan padatnya 
arus lalu lintas akibat pembangunan yang terus berkembang, memberikan 
dampak samping.Dampak samping tersebut berakibat pada tanah yang kita 
tinggali, air yang kita gunakan untuk kebutuhan hidup maupun udara yang kita 
hirup.Apabila tanah, air dan udara tersebut pada akhirnya tidak dapat lagi 
menyediakan suatu iklim atau keadaan yang layak untuk kita gunakan, maka 
pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup telah terjadi. 
Dalam pembangunan Nasional di Indonesia pasti memiliki dampak 
yang negatif bagi ekosistem dan lingkungan hidup. Salah satu upaya yang 
dilaksanakan negara Indonesia untuk mengatasi maupun mencegah hal 
tersebut ialah dengan membuat regulasi atau peraturan yaitu Undang-Undang 
Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan terakhir 
dengan perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
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dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang tersebut mengatur 
bahwa kewenangan pengelolaan lingkungan hidup ada pada pemerintah 
dimana dalam pelaksanaannya dapat menyerahkan sebagian urusan kepada di 
wilayah dan pemerintah daerah.   
Dalam rangka memberikan arahan proses pembangunan secara 
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Purbalingga yang 
berdasarkan Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lindungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Purbalingga 
mengeluarkan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah melalui Kementrian 
Linngkungan Hidup secara aktif berupaya melakukan pelestrian lingkungan 
dan memberikan perlindungan bagi lingkungan hidup serta masyarakat yang 
tinggal dalam lingkungan hidup di Indonesia melalui berbagai peraturan 
perundang-undangan. Kita ketahui bahwa Undang-undang No. 32 tahun 2009 
adalah suatu produk pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup 
sekaligus memberi perlindungan hukum bagi masyarakat agar selalu dapat 
terus hidup dalam lingkungan hidup yang sehat. 
Dalam pembangunan Nasional di Indonesia pasti memiliki dampak 
yang negatif bagi ekosistem dan lingkungan hidup. Salah satu upaya yang 
dilaksanakan negara Indonesia untuk mengatasi maupun mencegah hal 
tersebut ialah dengan membuat regulasi atau peraturan yaitu Undang-Undang 
Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-
Undang tersebut mengatur bahwa kewenangan pengelolaan lingkungan hidup. 
Kewenangan dan tugas yang dimiliki pemerintah daerah 
Purbalinggadiantaranya adalah kewenangan untuk 
menumbuhkembangkanpengelolaan lingkungan hidup, 
menumbuhkembangkan pelestarian lingkungan hidup, pengawasan 
pembangunan, menyelenggarakan pemantauan lingkungan hidup. 
Kewenangan tersebut dan adanya permasalahan-permasalahan di bidang 
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lingkungan hidup mendorong pemerintah Daerah Purbalingga membuat 
kebijakan-kebijakan mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam 
pengelolaan lingkungan hidup.  
Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga tentu berpijak ada undang-undang 
yang merupakan peraturan yang lebih tinggi. Inilah yang menjadi kajian dalam 
penulisan skripsi ini. Apakah Ketentuan yang ada dalam Peraturan tersebut 
sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya kewenangan yang dimiliki oleh 
Pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  
Untuk menggambarkan kerangka pemikiran tersebut maka uraian tadi 
dapat digambarkan dalam skema berikut ini : 
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Gambar 1: Kerangka Pemikiran 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Kewenangan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah dalam 
Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Sebelum membhas lebih lanjut tentang kewenangan Pemerintah 
daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, terlebih dahulu kami 
sampaikan seputar masalah lingkungan hidup dengan berbagai aspeknya. 
Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
dalam pengelolaan lingkungan tidak bisa dijadikan suatu kesempatan untuk 
mengeksploitasi lingkungan sehingga lingkungan menjadi rusak dan tidak 
bisa dipergunakan lagi bagi kelangsungan bangsa ini dan hal ini dilakukan 
hanya untuk mengejar Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah 
sehingga hanya untuk hal yang jangka pendek investasi jangka panjang 
dikuras habis. 
Jika dilihat Kewenangan Pemerintah Pusat juga besar dalam hal ini 
sehingga perlu diberdayakan peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan 
dan juga fungsi dari pemerintah sebagai suatu instansi pengawas jika terjadi 
pengelolaan lingkungan yang tidak baik pada pemerintah daerah.Dalam hal 
ini perlu dikaji kembali berbagai kebijakan yang ada pada pemerintah Daerah 
sehingga tidak ada kebijkan-kebijakan yang berupa peraturan daerah yang 
merugikan lingkungan dan tidak memperhatikan keadaan masyarakat. 
Oppenheim mengatkan dalam Nederlands Gemeenterecht bahwa: 
“Kebebasan bagian-bagin Negara sama sekali tidak boleh berakhir 
dengan kehancuran hubungan negara. Di dalam pengawasan tertinggi 
letaknya jaminan, bahwa selalu terdapat keserasian anatara pelaksanaan bebas 
dari tugas Pemerintah Daerah dan kebebasan pelaksanaan tugas Tugas Negara 
oleh Penguasa negara itu. 
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Van Kempen juga menulis dalam “Inleiding tot het Nederlandsch 
Indisch Gemeenterecht” bahwa otonomi mempunyai arti lain daripada 
kedaulatan( souvereniteit), yang merupakan atribut dari negara, akan tetapi 
tidak pernah merupakan atribut dari bagian- bagiannya seperti Gemeente, 
Provincie dan sebagainya, yang hanya dapat memiliki hak-hak yang berasal 
dari negara, bagaian-bagaian mana justru sebagai bagian-bagian dapat berdiri 
sendiri( zelfstandig) akan tetapi tidak mungkin dapat dianggap merdeka( 
onafhnjelijk), lepas dari, ataupun sejajar dengan negara.Dapatlah dikatakan, 
bahwa pengawasan itu dimaksudkan pula agar daerah selalu melakukan 
kebijkannya dengan sebaik-baiknya sehingga produk kebijakan berupa 
peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang berada diatasnya. 
Hal ini juga memerlukan peran penting dan koordinasi yang baik 
antara Meteri NegaraLingkungan Hidup denga aparat Pemerintahan Daerah 
sehinggdapat terjalinnya kerjasama yang baik antara pusat dan daerah dalam 
pengelolaan lingkungan.Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dapat dibenarkan 
untuk membangun negara Indonesia karena Pemerintah Pusat yang 
bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penyelenggaraan Pemerintah 
Negara dan Daerah. 
RPPLH bersifat kompleks dan saling terkait dengan berbagai 
peraturan-perundangan lain. Apabila mengacu pada UU 32/2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan LH, terlihat bahwa RPPLH merupakan 
peraturan-perundangan yang berdiri sendiri, namun di lain pihak dalam 
mandatnya juga harus menjadi dasar dan sekaligus harus dimuat dalam RPJP 
dan RPJM, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta muatannya terkait 
dengan pengelolaan SDA. Oleh karena itu, karena sifatnya yang cross-
cutting, maka RPPLH akan terkait dengan berbagai peraturan-perundangan 
yang telah ada maupun yang sedang dalam proses penyusunan, baik secara 
horizontal maupun vertikal. Dengan demikian, menjadi penting dan 
merupakan tantangan agar dalam penyusunan RPPLH harus harmoni dan 
sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional yang sudah berjalan dan 
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dengan berbagai perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. Apabila 
dicermati perkembangan perencanaan, saat ini banyak bermunculan 
dokumen-dokumen perencanaan yang mungkin mempunyai level 
perencanaan yang berbeda-beda. Penguatan anggaran berbasis lingkungan 
juga menjadi tantangan untuk merealisasikan secara efisien dan efektif 
penanganan isu Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang cross 
cutting. 
Penyusunan RPPLH menghendaki kehati-hatian, agar peraturan yang 
baru tidak menambah kerumitan dan tumpang tindih pengaturan terhadap 
objek yang sama. Meskipun RPPLH merupakan peraturan yang baru, skema 
disainnya harus dapat mengisi gap perencanaan Perlindungan dan 
Pengelolaan LH yang ada, dapat mengatasi akar permasalahan Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta agar dapat diimplementasikan 
secara efektif. 
Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut dan tercapainya 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang efektif, diperlukan 
strategi yang tepat antara lain:  
1)    membangun pemahaman yang sama terhadap RPPLH;  
2)    meningkatkan komunikasi dan interaksi yang efektif dengan stakeholder 
strategis;  
3)    menetapkan masalah, isu strategis, solusi dan ukuran keberhasilan yang 
tepat;  
4)    membangun kesepakatan terhadap substansi, kelembagaan termasuk 
prosedur dan mekanisme, pendanaan, pengaturannya serta monitoring 
dan evaluasinya untuk menuju perbaikan yang berkelanjutan. 
                Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai 
konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian 
dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah 
salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus 
diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan 
amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya 
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sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi 
hukum bagi pelanggar di bidang amdal.Amdal juga menjadi salah satu 
persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki 
sebelum diperoleh izin usaha. 
          Kebijakan Pengelolaan Ligkungan  hidup secara normatif adalah sebagai 
berikut: 
1.   Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup 
perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal 
instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan 
kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya 
represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan 
konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang 
sudah terjadi.  
          Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu 
sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 
jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai 
landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta 
kegiatan pembangunan lain. 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 juga mendayagunakan 
berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, 
maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi 
penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan  dan di 
dalam pengadilan.  Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam 
pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat 
organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara 
tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan 
meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa 
pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi 
kehidupan generasi masa kini dan masa depan.  
2.    Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang 39 Tahun 2009 
memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, 
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perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, 
keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana 
korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan  tetap memperhatikan 
asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum 
pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum 
administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum 
remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu 
pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan 
gangguan.  
3.    Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini 
adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini 
tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam 
setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta 
penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian 
aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.  
2. Selain itu, Undang-Undang 39 Tahun 2009 juga mengatur: 
a. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup; 
b.  kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah; 
c. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup; 
d. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan 
hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria 
baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan 
lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, 
perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan 
perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis 
lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen 
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lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi; 
e. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian; 
f. pendayagunaan pendekatan ekosistem; 
g. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan 
lingkungan global; 
h. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses 
partisipasi,  dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat 
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 
i. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih 
jelas; 
j. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup yang lebih efektif dan responsif; dan 
k. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan 
penyidik pegawai negeri sipil  lingkungan hidup. 
3. Undang-Undang 32 Tahun 2009 memberikan kewenangan yang luas 
kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan 
di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta 
melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini 
juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada 
pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban 
kerja berdasarkan Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu 
organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan 
kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio 
menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan 
juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber 
daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin 
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terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan 
dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang 
memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.  
Dalam hal pengelolaan lingkungan, tugas Pemerintah 
Kabupaten/Kota yang dijelaskan dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ialah 
sebagai berikut : 
“Pemerintah Kabupaten/kota bertugas dan berwenang: menetapkan 
kebijakan tingkat Kabupaten/kota; menetapkan dan melaksanakan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis tingkat Kabupaten/kota; menetapkan dan 
melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Kabupaten/kota; menetapkan dan melaksanakan kebijakan 
mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan UKLUPL; 
menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca 
pada tingkat Kabupaten/kota; mengembangkan dan melaksanakan kerja sama 
dan kemitraan; mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan 
hidup; memfasilitasi penyelesaian sengketa; melakukan pembinaan dan 
pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap 
ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan; 
melaksanakan standar pelayanan minimal; melaksanakan kebijakan mengenai 
tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan 
hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten/kota; mengelola 
informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten/kota;  mengembangkan dan 
melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat 
Kabupaten/kota; memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan 
penghargaan; dan menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Kabupaten/kota; 
dan melakukan penegakan”  
 
             Kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten / kota di bidang 
lingkungan telah secara tegas di atur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 
Kewenangan pemerintah provinsi yang dirumuskan dalam Pasal 63 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan 
Perlindungan Lingkungan Hidup, meliputi : 
1) Menetapkan kebijakan nasional; 
2) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 
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3) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional 
4) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS; 
5) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-
UPL 
6) Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi 
gas rumah kaca; 
7) Mengembangkan standar kerja sama; 
8) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan / 
atau kerusakan lingkungan hidup; 
9) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam 
hayati dan non hayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, 
dan keamanan hayati produk rekayasa genetik; 
10) Menetapkan dan melaksanakan mengenai pengendalian dampak 
perubuhan iklim dan perlindungan lapisan ozon; 
11) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta 
limbah B3; 
12) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan 
lingkungan laut; 
13) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan / 
atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara; 
14) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan 
nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah; 
15) Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab 
usaha dan / atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan 
peraturan perundang-undangan; 
16) Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 
17) Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian 
perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa; 
18) Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan 
masyarakat; 
19) Mengembangkan standar pelayanan minimal; 
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20) Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan 
masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat 
yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 
21) Mengelola informasi lingkungan hidup nasional; 
22) Mengordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan 
pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup 
23) Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; 
24) Mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hdup; 
25) Menerbitkan izin lingkungan; 
26) Menetapkan wilayah ekoregion; dan 
27) Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. 
Kewenangan pemerintah provinsi yang dirumuskan dalam Pasal 63 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan 
Perlindungan Lingkungan Hidup, meliputi : 
a) Menetapkan kebijakan tingkat provinsi; 
b) Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi; 
c) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi; 
d) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-
UPL 
e) Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas 
rumah kaca pada tingkat provinsi; 
f) Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; 
g) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan / 
atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten / kota; 
h) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
kebijakan, peraturan daerah , dan peraturan kepala daerah kabupaten / 
kota; 
i) Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penggungjawab dan / 
atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan 
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perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup; 
j) Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 
k) Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian 
perselisihan antar kabupaten / kota serta penyelesaian sengketa; 
l) Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada 
kabupaten / kota di bidang program dan kegiatan; 
m) Melaksanakan standar pelayanan minimal 
n) Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan 
masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat 
yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
pada tingkat provinsi; 
o) Mengelola informasi lingkunga hidup tingkat provinsi; 
p) Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramha 
lingkungan hidup 
q) Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaaan dan penghargaan; 
r) Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan 
s) Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi. 
Kewenangan pemerintah kabupaten / kota yang dirumuskan dalam 
Pasal 63 Ayat (3), meliputi : 
(1) Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten / kota; 
(2) Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten / kota; 
(3) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat 
kabupaten / kota; 
(4) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-
UPL; 
(5) Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas 
rumah kaca pada tingkat kabupaten / kota; 
(6) Mengembangkan dan menerapkan kerja sama dan kemitraan; 
(7) Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 
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(8) Memfasilitasi penyelesaian sengketa; 
(9) Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaataan penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan 
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup; 
(10) Melaksanakan standar pelayanan minimal; 
(11) Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan 
masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat 
yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
pada kabupaten / kota; 
(12) Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten / kota; 
(13) Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi 
lingkungan hidup tingkat kabupaten / kota; 
(14) Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaanm dan penghargaan; 
(15) Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten / kota; dan  
(16) Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten 
/ kota; 
Kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah 
kabupaten / kota yang dirumuskan secara terinci sebagaimana dirumuskan 
dalam Pasal 63 ayat (1), (2) dan (3) UUPPLH pada dasarnya tidak depat, 
semestinya rumusan normatif dalam tingkatan undang-undang bersifat 
abstrak, tetapi cukup mencakup kenyataan empiris yang ingin dijangkau. 
Lagi pula penyebutan sejumlah kewenangan secara rinci tersebut ada yang 
tidak perlu atau berlebihan dan tidak efisien, misalnya penyebutan 
kewenangan penegakan hukum. Kalau pun kewenangan penegakan hukum 
itu tidak disebutkan dalam UUPPLH, pemerintah sudah semestinya 
memiliki kewenangan penegakan hukum karena kewenangan itu sudah 
inheren dengan pemerintah sesuai dengan teori-teori dalam ilmu negara 
atau ilmu politik, bahwa kewenangan penegakan itu ada pada pemerintah 
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sebagai salah satu unsur dari terbentuknya negara di samping adanya 
warga dan wilayah. 
Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan 
sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, sesuai 
yang diatur dalam Pasal 17, meliputi: 
(a) Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, 
pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian; 
(b) Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya 
lainnya; dan 
(c) Penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan. 
Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan 
sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah sebagaimana, meliputi: 
a) Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya 
yang menjadi kewenangan daerah; 
b) Kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam. Dan 
sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan 
c) Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam 
dan sumber daya lainnya. 
Pengawasan dalam bidang lingkungan hidup diatur dalam Pasal 71 
sampai Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengawasan di bidang 
lingkungan hidup ada pada Menteri Lingkungan Hidup, Pemerintah 
Provinsi, dan Kabupaten /Kota. Baik Menteri, Gubernur dan Bupati / 
Walikota berhak menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup. 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup memberlakukan mekanisme pengawasan 
dua jalur, yang dimaksud dengan mekanisme dua jalur adalah bahwa pada 
prinsipnya Gubernur dan Bupati / Walikota berwenang malakukan 
pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup kewenangan masing-
masing, tetapi jika kewenangan pengawasan lingkungan tidak 
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dilaksanakan sehingga terjadi pelanggaran yang serius di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Menteri lingkungan 
hidup dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab 
usaha / kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah 
daerah. 
Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pejabat pengawas 
lingkungan hidup berwenang untuk : (a) melakukan pemantauan; (b) 
meminta keterangan; (c) membuat salinan dari dokumen dan/atau 
membuat catatan yang diperlukan; (d) memasuki tempat tertentu; (e) 
memotret; (f) membuat rekaman audio visual; (g) mengambil sampel; (h) 
memeriksa peralatan; (i) memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; 
dan/atau (j) menghentikan pelanggaran tertentu. 
Istilah Latin ”in cauda venenum”, yang secara bahasa berarti di 
ujung terdapat racun, agaknya sangat penting dalam menopang 
dipatuhinya norma-norma hukum, sebab pada umumnya norma-norma 
yang terdapat dalam suatu peraturan itu tidak memiliki kekuatan dan 
wibawa jika tidak disertai dengan saknsi. J.B.J.M. ten Berge menyebut 
sanksi ini sebagai ”tanden van het recht” atau taringnya hukum 
Menurut H. D. Van Wijk / Willem Konijnenbelt, sanksi dalam 
Hukum Administrasi adalah :Alat kekuasaan yang bersifat hukum publik 
yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan 
terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi 
negara. Sedangkan menurut J.J Oosternbrink, sanksi administratif adalah : 
Sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warga 
negara, yang dilaksanakan tanpa kekuasaan peradilan (hakim), tetapi 
secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri 
Menurut A.D Belifante, bahwa sanksi administratif itu 
dilaksanakan langsung oleh pemerintah atau administrasi, tanpa perantara 
hakim, ketika warga negara melalaikan kewajiban yang timbul dalam 
hubungan hukum administrasi. Penerapan sanksi administrasi tanpa 
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perantaraan hakim ini dapat dikatakan pada dasarnya demikian (in 
beginsel als zodanig), namun bukan berarti tidak ada penerapan sanksi 
tanpa perantara hakin. Artinya, sanksi dalam Hukum Administrasi itu 
adalah semua sanksi yang tidak hanya diterapkan oleh pemerintah sendiri, 
tetapi juga sanksi yang dibebankan oleh hakim administrasi atau instansi 
banding administrasi. 
Ada empat macam sanksi yang secara umum dikenal dalam 
Hukum Administrasi dan tercantum secara formal dalam AwB, yaitu 
paksaan pemerintah (bestuursdwang), penarikan kembali keputusan yang 
menguntungkan (intrekking begunstigende beschikking), pengenaan uang 
paksa oleh pemerintah (dwangsom), dan denda administratif 
(administratieve boete). 
Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan :Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan 
ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.  
Sanksi administratif terdiri atas:  
a. teguran tertulis;  
b. paksaan pemerintah; 
 c. pembekuan izin lingkungan; atau  
d. pencabutan izin lingkungan. 
Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan 
izin lingkungan dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah 
berupa:  
a) penghentian sementara kegiatan produksi;  
b) pemindahan sarana produksi; 
 c) penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;  
d) pembongkaran;  
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e) penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan 
pelanggaran; f) penghentian sementara seluruh kegiatan; atau  
g) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan 
tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.  
Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului 
teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: 
 a) ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;  
b) dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan 
pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau  
c) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera 
dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya. 
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak 
melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap 
keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Menteri, gubernur, 
atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat 
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya dan 
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk 
pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat 
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas 
beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. 
 
B. Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2014 dalam Kewenangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Purbalingga dalam Perlindungan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 
Hal yang perlu dicermati mengenai persoalan pengelolaan 
lingkungan dalam konteks otonomi daerah adalah Sumber Daya Alam 
(SDA). Hal ini penting karena SDA merupakan tumpuan daerah dalam 
memperoleh dana (Pendapatan Asli  Daerah) untuk menyelengarakan 
pemerintahan. Disisi lain, penggunaan SDA yang semena-mena berpotensi 
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menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Tanpa pengaturan yang jelas, 
maka kesejahteraan rakyat tidak akan terjamin karena rentan terjadi 
kerusakan lingkunga di daerah. 
Penggunaan SDA yang tidak dapat habis seperti sinar matahari, 
angin, dan gelombang) tidak mengurangi kemampuanya untuk mendukug 
kesejahteraan manusia. Lain halnya dengan sumber daya yang tidak dapat 
diperbarui seperti gas alam, minyak bumi, batubara, tembaga, aluminium, 
dan sumber daya lain yang tidak dapat diperbarui dalam jangka waktu 
cepat, tentu akan secara langsung mengurangi daya tahan dan mutu 
lingkungan. Daerah-daerah yang mengandalkan sumber daya alam untuk 
pembangunan ekonomi seringkali tidak memperhatikan kaidah-kaidah 
lingkungan. Sehingga kerusakan lingkungan menjadi isu strategis daerah 
kaitanya dalam pertumbuhan ekonomi.  
Berbicara mengenai lingkungan hidup tidak bisa lepas dari UU 
nomor 32 tahun 2009 tetang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup atau sering disingkat dengan UUPLH. Dimana dalam Undang-
undang ini diatur kewenangan antara pusat dan daerah dalam perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa 
Pemerintah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah 
yang meliputi: 
1.  Aspek perencanaan yang dilakukan melalui inventarisasi lingkungan 
hidup, penetapan wilayah ekorigen dan penyusunan RPPLH (Rencana 
Perlindungan dan Pengelolalaan Lingkungan Hidup 
2.    Aspek Pemanfaatan SDA yang dilakukan berdasarka RPPLH 
3.  Aspek Pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan fungsi 
lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan 
pemulihan 
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4. Pemeliharaan lingkungan hidup yang dilakukan melalui upaya 
konservasi Sumber Daya Alam 
5.    Aspek Pengawasan dan Penegakkan hukum 
Secara substansial daerah mempunyai peranan penting dalam 
menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun, dalam kenyataanya hak 
dan kewajiban daerah yang tertuang dalam pasal 21 ayat 6 UU nomor 32 
tahun 2004 yang berbunyi “daerah mempunyai hak mendapatkan bagi 
hasil dari penegelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang 
berada di daerah”. Kemdian dalam rangka untuk meningkatkan PAD 
(Pendapatan Asli Daerah). Daerah membuka investasi kepada pelaku 
usaha untuk menanamkan modal dan pembangunan industri di daerah. 
Untuk menigkatkan pertumbuhan ekonomi memajukan kesejahteraan 
sosial. Inilah yang kemudian menjadi celah dan indikasi terjadi 
pelanggaran terhadap kaidah dan regulasi lingkungan. 
Kewajiban daerah untuk mencari sumber pendanaan 
penyelenggaran pemerintahan seringkali lebih mengekslpoitasi Sumber 
daya alam yang dimiliki. Kerusakan-kerusakan lingkungan terjadi 
nampaknya karena daerah kurang teliti dalam memberikan izin usaha 
kepada investor. Sementara itu kepatuhan masyarakat terhadap hukum 
belum ada. 
Pemanasan global yang telah menjadi isu dunia, nampaknya belum 
dapat dimengerti secara penuh oleh pemerintah daerah. Daerah seolah 
tutup mata dan membiarkan pelanggaran lingkungan yang merusak 
kelestarian lingkungan dengan alasan yang terpenting daerah saya 
mengalami kenaikan ekonomi dan menjadi daerah yang kaya. Pemahaman 
terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan juga belum 
diimplementasikan secara optimal oleh daerah. Kelestarian lingkungan 
untuk kehidupan masa datang harusnya diperhatikan pemerintah daerah 
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dalam perspektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 
daerah. 
Kegiatan pembangunan sangat bergantung kepada ketersediaan 
sumber daya alam yang mencukupi sebagai roda penggerak. Upaya 
peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan tidak akan 
terlepas dari peran lingkungan hidup, yang bersama dengan aspek sosial 
dan ekonomi menjadi motif utama pembangunan berkelanjutan. 
 Mengingat penting dan strategisnya keberadaan lembaga lingkungan 
hidup di kabupaten/kota, maka tak ubahnya seperti pada pemerintah pusat 
dan provinsi, kabupaten/kota juga dibentuk lembaga yang bertanggung 
jawab di bidang lingkungan hidup. Keberadaan lembaga ini akan 
mengakomodasi bidang lingkungan hidup sebagai salah satu urusan wajib 
pemerintah. 
Dalam pembentukannya, lembaga tersebut hendaknya dapat 
mengintegrasikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan (sosial, ekonomi 
dan lingkungan) sebagai satu pendekatan pembangunan yang tidak 
terpisah-pisah. Selain itu institusi lingkungan hidup di kabupaten/kota juga 
diharapkan berada pada kondisi mampu mewadahi partisipasi dan aspirasi 
pemangku kepentingan di daerah serta mampu melaksanakan peran 
penegakan hukum secara efektif. 
Besarnya tanggung jawab yang diemban institusi lingkungan hidup 
di daerah tergambar dari beragamnya kewenangan dan tugas sebagaimana 
termaktub dalam undang undang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat 3 
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Tugas dan Wewenang 
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup adalah : 
74 
 
a. menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup tingkat kabupaten/kota; 
b. menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
(KLHS) tingkat kabupaten/kota; 
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten/kota; 
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Dampak 
Lingkungan (amdal) dan UKL-UPL; 
e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas 
rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota; 
f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; 
g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 
h. memfasilitasi penyelesaian sengketa; 
i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan 
peraturan perundang-undangan; 
j. melaksanakan standar pelayanan minimal; 
k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan 
masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum 
adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup pada tingkat kabupaten/kota; 
l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; 
m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi 
lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; 
n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; 
o.  menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan 
p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat 
kabupaten/kota. 
Selain mengemban amanat tugas dan wewenang sebagaimana 
tersebut diatas, lembaga lingkungan hidup daerah harus efektif dan mampu 
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bertindak efisien serta memiliki kredibilitas di mata publik. Terkait hal ini 
maka dalam rangka pembinaan, personel lembaga lingkungan hidup 
dituntut untuk memiliki kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas 
serta memiliki integritas tinggi. Oleh karena itu, elemen-elemen tata 
pemerintahan yang baik seperti transparansi, partisipasi dan akuntabilitas 
perlu menjadi dasar bagi pengembangan kelembagaan lingkungan hidup 
daerah 
Kita ketahui bahwa secara umum, kewenangan pengelolaan 
lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi : 
b. Kewenangan Pusat  
c. Kewenangan Propinsi  
d. Kewenangan Kabupaten/Kota.  
Kewenangan Pusat terdiri dari kebijakan tentang : 
a. Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro; 
b. Dana perimbangan keuangan seperti menetapkan dan alokasi khusus 
untuk mengelola lingkungan hidup; 
c. Sistem administrasi negara seperti menetapkan sistem informasi dan 
peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan 
hidup; 
d. Lembaga perekonomian negara seperti menetapkan kebijakan usaha di 
bidang lingkungan hidup; 
e. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia; 
f. Teknologi tinggi strategi seperti menetapkan kebijakan dalam 
pemanfaatan teknologi strategi tinggi yang menimbulkan dampak; 
g. Konservasi seperti menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan 
hidup kawasan konservasi antar propinsi dan antar negara; 
h. Standarisasi nasional;  
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i. Pelaksanaan kewenangan tertentu seperti pengelolaan lingkungan 
dalam pemanfaatan sumber daya alam lintas batas propinsi dan 
negara, rekomendasi laboratorium lingkungan dsb. 
Kewenangan Propinsi terdiri dari : 
a. Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas 
Kabupaten/Kota; 
b. Kewenangan dalam bidang tertentu, seperti perencanaan pengendalian 
pembangunan regional secara makro, penentuan baku mutu 
lingkungan propinsi, yang harus sama atau lebih ketat dari baku mutu 
lingkungan nasional, menetapkan pedoman teknis untuk menjamin 
keseimbangan lingkungan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang 
propinsi dan sebagainya. 
c. Kewenangan dekonsentrasi seperti pembinaan AMDAL untuk usaha 
atau dan kegiatan di luar kewenangan pusat. 
Kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari : 
a. Perencanaan pengelolaan lingkungan hidup; 
b. Pengendalian pengelolaan lingkungan hidup; 
c. Pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan; 
d. Konservasi seperti pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung dan 
konservasi, rehabilitasi lahan dsb. 
e. Penegakan hukum lingkungan hidup 
f. Pengembangan SDM pengelolaan lingkungan hidup 
Kewenangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di 
Kabupaten Purbalingga sesuaai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Purbalingga Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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Lingkungan hidup yang baik adalah hak setiap orang sekaligus hal 
yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan seluruh makluk 
hidup. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia memberikan jaminan sebagi berikut ; 
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 
Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan 
dengan pertimbangan sebagai berikut : 
1. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan 
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan; 
2.  bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa 
perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan 
pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup; 
3. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah 
mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup 
lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua 
pemangku kepentingan; 
4. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan 
perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas 
lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup; 
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5. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan 
perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari 
perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan 
pembaruan terhadap Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini Badan 
Lingkungan Hidup sebagai leading sektornya menyadari bahwa untuk 
mewujudkan lingkungan hidup dan baik serta menjaga kelestarian 
fungsinya di Kabupaten Purbalingga diperlukan instrument hukum, maka 
disusunlah Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Penyusunan tersebut diwali di tahun 2013 dengan 
memasukan dalam Program Legislasi daerah tahun 2013, namun karena 
belum disetujui, sehingga masuk kembali di Program Legislasi Daerah 
Tahun 2014. Peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup telah melaluk proses pembahasan di DPRD dan telah 
mendapatkan masukan dari Kementerian Lingkungan Hidup 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten 
Purbalingga berdasarkan Bab II Pasal 2 Peraturan daerah No. 2 Tahun 
2014 dilaksanakan berdasarkan asas: 
1. tanggung jawab Pemerintah Daerah; 
2. kelestarian dan keberlanjutan; 
3. keserasian dan keseimbangan; 
4. keterpaduan; 
5. manfaat; 
6. kehati-hatian; 
7. keadilan; 
8. ekoregion; 
9. keanekaragaman hayati; 
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10. pencemar membayar; 
11. partisipatif; 
12. kearifan lokal; 
13. tata kelola pemerintahan yang baik; dan 
14. otonomi daerah. 
   Tujuan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di  Kabupaten 
Purbalingga berdasarkan Pasal 3 Perda No. 2 Tahun 2014 adalah  : 
1. melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup; 
2. menjamin keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan kehidupan 
manusia; 
3. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan ekosistem; 
4. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; 
5. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; 
6. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa 
depan; 
7. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup 
sebagai bagian dari hak asasi manusia; 
8. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; 
9. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan 
10. mengantisipasi isu lingkungan global. 
  Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah 
 (1).   Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah 
Daerah bertugas: 
1. menetapkan kebijakan PPLH; 
2. menyusun KLHS; 
3. menyusun RPPLH; 
4. menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL; 
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5. melakukan inventarisasi sumber daya alam dan emisi GRK; 
6. mengembangkan kerjasama dan kemitraan; 
7. mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan hidup; 
8. melakukan pembinaan ketaatan penanggungjawab usaha 
dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan 
peraturan perundang-undangan; 
9. melaksanakan standar pelayanan minimal; 
10. menetapkan kebijakan dan melakukan pembinaan mengenai tata 
cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan 
lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 
11. mengelola, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan 
sistem informasi lingkungan hidup; 
12. memberikan fasilitasi sarana prasarana perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup kepada kelompok usaha skala 
mikro dan/atau kecil. 
  (2).   Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah 
Daerah berwenang: 
1. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup; 
2. menerbitkan izin lingkungan; 
3. menerbitkan izin PPLH; 
4. melakukan pengawasan penaatan penanggungjawab usaha 
dan/atau kegiatan; 
5. menetapkan baku mutu air, air limbah, udara ambien, emisi 
sumber bergerak maupun tidak bergerak dan tanah; 
6. melakukan pengujian kualitas air, udara ambien, emisi sumber 
bergerak maupun tidak bergerak dan tanah ; 
7. menetapkan kriteria teknis baku kerusakan akibat kebakaran 
hutan; 
8. memberikan sanksi administratif; 
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9. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; 
10. menyediakan laboratorium lingkungan; 
11. mengangkat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup; 
12. menetapkan Komisi Penilai Amdal, Sekretariat Komisi Penilai 
Amdal, Tim Teknis dan Pakar Independen. 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dilaksanakan 
melalui: 
1. perencanaan; 
2. pemanfaatan; 
3. pengendalian; 
4. pemeliharaan; 
5. pengawasan; dan 
6. penegakan hukum. 
Izin dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : 
1. Izin Lingkungan; terkait dengan Setiap usaha dan/atau kegiatan yang 
wajib memiliki Amdal atau wajib memiliki UKL-UPL. 
2. Izin PPLH : 
a. Izin Pembuangan Limbah Cair; 
b. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah; 
c. Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3. 
 Tahapan memperoleh Izin Lingkungan sebagai berikut: 
1. penyusunan Amdal atau penyusunan UKL-UPL; 
2. penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL; dan 
3. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. 
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  Tata Cara memperoleh Izin Lingkungan 
1)  Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku Pemrakarsa 
kepada Bupati. 
2)   Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan 
pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan 
UKL-UPL. 
3)   Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan dengan dilengkapi: 
a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; 
b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan 
c. profil Usaha dan/atau Kegiatan. 
4)   Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan, Bupati wajib 
mengumumkan permohonan Izin Lingkungan melalui multimedia 
dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling 
lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-
RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi atau 
paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL 
yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi. 
5)     Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan 
terhadap pengumuman dalam jangka waktu paling lama 10 
(sepuluh) hari kerja sejak diumumkan untuk Usaha dan/atau 
Kegiatan wajib Amdal atau 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan 
untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL. Saran, 
pendapat, dan tanggapan dapat disampaikan secara tertulis kepada 
Bupati atau Kepala SKPD Lingkungan Hidup. 
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6)     Izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya 
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi 
Persetujuan UKL-UPL. Izin Lingkungan paling sedikit memuat: 
a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan 
Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL; 
b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh penerbit Izin 
Lingkungan; dan 
c. berakhirnya Izin Lingkungan. 
7)     Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin 
Usaha dan/atau Kegiatan. 
8)     Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan 
melalui media massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) 
hari kerja sejak diterbitkan. 
 Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan : 
1. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin 
Lingkungan; 
2. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap 
persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan secara berkala 
setiap 6 (enam) bulan kepada penerbit Izin Lingkungan; 
3. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi 
lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Tahapan Izin PPLH: 
1. pengajuan permohonan izin; 
2. analisis dan verifikasi permohonan izin; dan 
3. penetapan izin. 
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Hak dalam Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
1)        Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat 
sebagai bagian dari hak asasi manusia. 
2)        Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan 
hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan 
dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan 
sehat. 
3)        Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan 
terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan 
dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. 
4)        Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
5)        Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan 
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 
Larangan bagi Pejabat yang berwenang: 
1. menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau 
UKL-UPL; 
2. menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan 
izin lingkungan; 
3. dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan 
perundangundangan dan izin lingkungan. 
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  Peran masyarakat 
 (1)    bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama 
dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup. 
(2)    Peran masyarakat dilakukan untuk: 
1. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup; 
2. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, 
dan kemitraan; 
3. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan 
masyarakat; 
4. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat 
untuk melakukan pengawasan sosial; dan 
5. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal 
dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. 
(3)    Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa: 
1. pengawasan sosial; 
2. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; 
dan/atau 
3. penyampaian informasi dan/atau laporan. 
 Pengawasan dan sanksi administratif 
(1)   Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas syarat dan 
ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Lingkungan dan Izin 
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PPLH serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
(2)  Bupati menetapkan PPLHD dalam melaksanakan 
pengawasan. 
 Sanksi Administratif 
(1)   Bupati menerapkan sanksi administratif kepada 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam 
pengawasan oleh PPLHD ditemukan pelanggaran 
terhadap: 
1. izin Lingkungan; 
2. izin PPLH; dan/atau 
3. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup. 
(2)   Sanksi administratif terdiri atas: 
1. teguran tertulis; 
2. paksaan pemerintah; 
3. pembekuan Izin Lingkungan dan/atau PPLH; atau 
4. pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH. 
(3)   Sanksi administratif tidak membebaskan penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan dari kewajiban dan 
tanggung jawab pemulihan atau sanksi pidana. 
(4)   Teguran tertulis diterapkan kepada penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran 
terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam 
Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH, tetapi belum 
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. 
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(5)   Paksaan pemerintah diterapkan apabila penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan : 
1. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan 
kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan 
Izin PPLH; dan/atau 
2. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup. 
(6)   Paksaan pemerintah berupa: 
1. penghentian sementara kegiatan produksi. 
2. penutupan saluran pembuangan air limbah/emisi; 
3. penghentian sementara seluruh kegiatan; 
4. penyitaan barang dan/atau alat yang berpotensi 
menimbulkan pelanggaran; 
5. pembongkaran; dan/atau 
6. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan 
pelanggaran dan/atau memulihkan fungsi lingkungan 
hidup. 
 (7)   Paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului 
teguran apabila pelanggaran yang dilakukan 
menimbulkan: 
1. ancaman yang serius bagi manusia dan lingkungan 
hidup; dan/atau 
2. dampak atau kerugian yang lebih besar dan lebih 
luas jika pencemaran dan/atau perusakan tidak 
segera dihentikan. 
3. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup 
jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau 
perusakannya. 
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Ketentuan Pidana : 
Ketentuan Pidana dalam Peraturan daerah No. 2 Tahun 2014 
diatur dalam Pasal 63 : 
(1) Setiap orang yang menghalangi pelaksanaan tugas PPLHD 
diancam dengan pidana dan/atau denda sesuai ketentuan 
peraturan perundang undangan di bidang  Perlindungan dan 
Pengelolaan lingkungan hidup. 
(2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran pidana di bidang 
Perlindungan dan Pengelolaan  lingkunganhidup diancam 
pidana sesuai dengan Peraturan Perundang undangan di bidang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Setiap orang 
yang menghalangi pelaksanaan tugas PPLHD  
Peraturan daerah ini berlaku sejak diundangkan yaitu tanggal 
18 September 2014. Paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya 
Peraturan Daerah ini, setiap penanggung jawab usaha  dan/atau  
kegiatan  yang ada di Daerah wajib menyesuaikan dengan ketentuan  
Peraturan Daerah ini. 
Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di 
daerah dalam era otonomi daerah antara lain sebagai berikut; 
1. Ego sektoral dan daerah. Otonomi daerah yang diharapkan dapat 
melimbahkan sebagian kewenangan mengelola lingkungan hidup di 
daerah belum mampu dilaksanakan dengan baik. Ego kedaerahan masih 
sering nampak dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan, hidup, 
demikian juga ego sektor. Pengelolaan lingkungan hidup sering 
dilaksanakan overlapping antar sektor yang satu dengan sektor yang lain. 
2. Tumpang tindih perencanaan antar sektor. Kenyataan menunjukkan bahwa 
dalam perencanaan program (termasuk pengelolaan lingkungan hidup) 
terjadi tumpang tindih antara satu sektor dan sektor lain. 
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3. Pendanaan yang masih sangat kurang untuk bidang lingkungan hidup. 
Program dan kegiatan mesti didukung dengan dana yang memadai apabila 
mengharapkan keberhasilan dengan baik. Walaupun semua orang 
mengakui bahwa lingkungan hidup merupakan bidang yang penting dan 
sangat diperlukan, namun pada kenyataannya PAD masih terlalu rendah 
yang dialokasikan untuk program pengelolaan lingkungan hidup, 
diperparah lagi tidak adanya dana dari APBN yang dialokasikan langsung 
ke daerah untuk pengelolaan lingkungan hidup. 
4. Keterbatasan sumberdaya manusia. Harus diakui bahwa didalam 
pengelolaan lingkungan hidup selain dana yang memadai juga harus 
didukung oleh sumberdaya yang mumpuni. Sumberdaya manusia 
seringkali masih belum mendukung. Personil yang seharusnya bertugas 
melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup (termasuk aparat pemda) 
banyak yang belum memahami secara baik tentang arti pentingnya 
lingkungan hidup. 
5. Eksploitasi sumberdaya alam masih terlalu mengedepankan profit dari sisi 
ekonomi. Sumberdaya alam seharusnya digunakan untuk pembangunan 
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Walaupun kenyataannya tidak 
demikian; eksploitasi bahan tambang, logging hanya menguntungkan 
sebagian masyarakat, aspek lingkungan hidup yang seharusnya, 
kenyataannya banyak diabaikan. Fakta menunjukkan bahwa tidak terjadi 
keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan hidup. Masalah lingkungan 
hidup masih belum mendapatkan porsi yang semestinya. 
6. Lemahnya implementasi peraturan perundangan. Peraturan perundangan 
yang berkaitan dengan lingkungan hidup, cukup banyak, tetapi dalam 
implementasinya masih lemah. Ada beberapa pihak yang justru tidak 
melaksanakan peraturan perundangan dengan baik, bahkan mencari 
kelemahan dari peraturan perundangan tersebut untuk dimanfaatkan guna 
mencapai tujuannya. 
7. Lemahnya penegakan hukum lingkungan khususnya dalam pengawasan. 
Berkaitan dengan implementasi peraturan perundangan adalah sisi 
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pengawasan pelaksanaan peraturan perundangan. Banyak pelanggaran 
yang dilakukan (pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan), namun 
sangat lemah didalam pemberian sanksi hukum. 
8. Pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup. Pemahaman dan 
kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup sebagian masyarakat masih 
lemah dan hal ini, perlu ditingkatkan. Tidak hanya masyarakat golongan 
bawah, tetapi dapat juga masyarakat golongan menegah ke atas, bahkan 
yang berpendidikan tinggi pun masih kurang kesadarannya tentang 
lingkungan hidup. 
9. Penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Penerapan teknologi 
tidak ramah lingkungan dapat terjadi untuk mengharapkan hasil yang 
instant, cepat dapat dinikmati. Mungkin dari sisi ekonomi menguntungkan 
tetapi mengabaikan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Penggunaan 
pupuk, pestisida, yang tidak tepat dapat menyebabkan pencemaran 
lingkungan. 
 
Perlu dicatat bahwa sebetulnya di tiap-tiap daerah terdapat kearifan 
lokal yang sering sudah menggunakan teknologi yang ramah lingkungan 
secara turun-temurun. Tentu saja masih banyak masalah-masalah 
lingkungan hidup yang terjadi di daerah-daerah otonom yang hampir tidak 
mungkin untuk diidentifakasi satu per satu, yang kesemuanya ini timbul 
akibat “pembangunan” di daerah yang pada intinya ingin mensejahterakan 
masyarakat, dengan segala dampak yang ditimbulkan. Dengan fakta di 
atas maka akan timbul pertanyaan, apakah sebetulnya pembangunan 
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan masih diperhatikan dalam 
pembangunan kita. 
Kegiatan pembangunan sangat bergantung kepada ketersediaan 
sumber daya alam yang mencukupi sebagai roda penggerak. Upaya 
peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan tidak akan 
terlepas dari peran lingkungan hidup, yang bersama dengan aspek sosial 
dan ekonomi menjadi motif utama pembangunan berkelanjutan. 
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 Mengingat penting dan strategisnya keberadaan lembaga lingkungan 
hidup di kabupaten/kota, maka tak ubahnya seperti pada pemerintah pusat 
dan provinsi, kabupaten/kota juga dibentuk lembaga yang bertanggung 
jawab di bidang lingkungan hidup. Keberadaan lembaga ini akan 
mengakomodasi bidang lingkungan hidup sebagai salah satu urusan wajib 
pemerintah. 
Dalam pembentukannya, lembaga tersebut hendaknya dapat 
mengintegrasikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan (sosial, ekonomi 
dan lingkungan) sebagai satu pendekatan pembangunan yang tidak 
terpisah-pisah. Selain itu institusi lingkungan hidup di kabupaten/kota juga 
diharapkan berada pada kondisi mampu mewadahi partisipasi dan aspirasi 
pemangku kepentingan di daerah serta mampu melaksanakan peran 
penegakan hukum secara efektif. 
Besarnya tanggung jawab yang diemban institusi lingkungan hidup 
di daerah tergambar dari beragamnya kewenangan dan tugas sebagaimana 
termaktub dalam undang undang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat 3 
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Tugas dan Wewenang 
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup adalah : 
1. menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup tingkat kabupaten/kota; 
2. menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
(KLHS) tingkat kabupaten/kota; 
3. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten/kota; 
4. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Dampak 
Lingkungan (amdal) dan UKL-UPL; 
5. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas 
rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota; 
6. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; 
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7. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 
8. memfasilitasi penyelesaian sengketa; 
9. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan 
peraturan perundang-undangan; 
10. melaksanakan standar pelayanan minimal; 
11. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan 
masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum 
adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup pada tingkat kabupaten/kota; 
12. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; 
13. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi 
lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; 
14. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; 
15.  menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan 
16. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat 
kabupaten/kota. 
Selain mengemban amanat tugas dan wewenang sebagaimana 
tersebut diatas, lembaga lingkungan hidup daerah harus efektif dan mampu 
bertindak efisien serta memiliki kredibilitas di mata publik. Terkait hal ini 
maka dalam rangka pembinaan, personel lembaga lingkungan hidup 
dituntut untuk memiliki kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas 
serta memiliki integritas tinggi. Oleh karena itu, elemen-elemen tata 
pemerintahan yang baik seperti transparansi, partisipasi dan akuntabilitas 
perlu menjadi dasar bagi pengembangan kelembagaan lingkungan hidup 
daerah.  (repost from ) 
Dari jabaran Tersebut di atas bahwa Peraturan daerah Kabupaten 
Purbalingga, mengacu pasa ataurann yang lebih tinggi yaitu Undang-
Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup.  
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
1. Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan 
Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Kewenangan yang dimiliki Oleh Pemerintah Daerah dalam hal 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasaran Undang-
Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan  Hidup 
antara lain  :  
a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten; 
b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten; 
c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat 
kabupaten; 
d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-
UPL; 
e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas 
rumah kaca pada tingkat kabupaten; 
f. Mengembangkan dan menerapkan kerja sama dan kemitraan; 
g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup 
h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa; 
i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaataan penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan 
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup; 
j.   Melaksanakan standar pelayanan minimal 
k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan 
masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum 
adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup pada kabupaten; 
l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten; 
m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi 
lingkungan hidup tingkat kabupaten; 
n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaanm dan penghargaan; 
o. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten; dan  
p. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat 
kabupaten 
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2. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 02 Tahun 2004 dengan 
Ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Terkait 
Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam hal 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah sesuai dengan 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kewenangan yang diberikan terdiri : 
a. Aspek perencanaan yang dilakukan melalui inventarisasi lingkungan 
hidup, penetapan wilayah ekorigen dan penyusunan RPPLH (Rencana 
Perlindungan dan Pengelolalaan Lingkungan Hidup 
b. Aspek Pemanfaatan SDA yang dilakukan berdasarka RPPLH 
c. Aspek Pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan fungsi 
lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan 
pemulihan 
d. Pemeliharaan lingkungan hidup yang dilakukan melalui upaya 
konservasi Sumber Daya Alam. 
e. Aspek Pengawasan dan Penegakkan hukum 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas Saran yang dapat penulis sampaiakan adalah : 
1. Bagi Pemerintah Pusat  
Pemerintah Pusat harus aktif dalam melakukan pengawasan sehingga 
pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat dijalankan dengan baik 
oleh Pemerintah Indonesia baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 
Daerah  
2. Bagi Pemerintah Daerah 
Perlu dicermati adalah kewenangan Pemerintah Daerah yang sangat besar 
sehingga perlu adanya bentuk pengawasan yang baik yang dilakukan oleh 
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Pemerintah Pusat sehingga jangan sampai terjadi berbagai kebijakan yang 
merusak lingkungan yang terjadi di setiap kabupaten atau kota yang ada di 
Indonesia.  
3. Bagi Masyarakat 
Hendaknya masyarakat juga berperan aktif dalam hal pengelolaan 
Lingkungan Hidup, agar program pemerintah di bidang lingkungan hidup 
dapat berjalan dengan baik. 
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